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Tegaknya konstitusi dalam rangka
mewujudkan cita negara hukum dan
demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan

kenegaraan yang bermartabat .

1 Mewujudkan Mahkamah Konstitusi
sebagai salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman yang modern dan terpercaya.

2. Membangun konstitusionalitas Indonesia
dan budaya sadar berkonstitusi.



Wewenang & Kewajiban

Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan dan satu
kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C dan Pasal 7B UUD
1945, dengan perincian sebagai berikut: menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum; dan berkewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus
pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
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Putusan MK menyatakan permohonan pasangan
calon Walikota/Wakil Walikota Depok, Badrul Kamal
dan Syihabuddin tidak diterima (niet ontvankelijk
verklaard).

enandatanganan Nota Kesepahaman antara MK
dengan BI. Salah satu bentuk kerjasama mengenai
kebanksentralan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
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mlam putusan Sengketa Kewenangan Lembaga
egara antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Bekasi dengan Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, dan MK berulang tahuriyan IITERENE (BN, M

DPRD Kabupaten Bekasi, MK menyatakan permohonan

Pemohom tidakidapiUi it 2006 yang diisi antara lain pameran dan bedah buku,

peluncuran pendaftaran perkara pengujian undang-

Putusan MK menyatakan perluasan unsur “melawan undang secara on-line dan menyelenggarakan Lomba
hukum” secara materiil tidak sesuai dengan per- Cerdas Cermat Pemahaman UUD 1945 bagi Siswa Tuna
lindungan dan jaminan kepastian hukum menurut UUD Netra se-DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

1945.
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engucapan sumpah Prof. H. M.

Laica Marzuki, S.H. sebagai MK
meluncurkan

Wakil Ketua MK periode 2006-2009 utusan MK menyatakan UU KKR ber-

pada Kamis 7 September 2006. UUD 1945 dalam bahasa Ptentangan dengan UUD 1945 dan tidak

Sunda di Bandung, mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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utusan MK menyatakan

bahwa pemerintah harus
memprioritaskan alokasi ang-
garan pendidikan sekurang-
kurangnya 20% sebagaimana
diamanatkan UUD 1945.

of. Dr. Jimly Asshiddiqie,

S.H., dan Prof. Dr. H. M.
Laica Marzuki, S.H., terpilih
kembali sebagai Ketua dan
Wakil Ketua MK periode 2006-
2009.

utusan MK menyatakan pem- MK
batasan tingkat pendidikan SLTP meluncurkan buku
yang terdapat dalam pasal UU PPTKI UUD 1945 dalam huruf Braille di

bertentangan dengan UUD 1945.

rof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

mengucapkan sumpahnya sebagai
Ketua MK pada 22 Agustus 2006 yang
dihadiri langsung Presiden dan Wakil
Presiden RI.

Jakarta.

tusan MK menyatakan ketentuan UU
KY tentang pengawasan hakim ber-
tentangan dengan UUD 1945 dan hakim
konstitusi tidak termasuk obyek
pengawasan KY. Seiring dengan itu, MK
mendorong adanya revisi terhadap UU KY
agar ketentuan tentang pengawasan hakim
lebih dirinci dan diperjelas.
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Putusan MK menyatakan pasal-
pasal penghinaan Presiden dan MK meluncurkan

Wakil Presiden dalam KUHP ber- UUD 1945 dalam bahasa

tentangan dengan UUD 1945.

Bali di Denpasar.

UIMERA ML L MRS LIAN AR
SERAHA REFLURLIK INEHIMENLA

ada 19 Desember 2006, MK telah

memutus Perkara No. 012, 016, 019/
PUU-1V/2006 tentang Pengujian UU
KPTPK, yang menyatakan dualisme
pengadilan korupsi bertentangan dengan
UUD 1945 dan memberi waktu 3 tahun
untuk melakukan perubahan.







Sambutan e
Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Tahun 2006 adalah tahun keempat bagi
Mahkamah Konstitusi yang dibentuk berdasar—
kan hasil perubahan UUD 1945. Sebagai lembaga
tinggi negara baru, Mahkamah Konstitusi telah
berupaya semaksimal mungkin menjalankan
wewenang dan kewajibannya yang diamanatkan
oleh UUD 1945 dan diatur dalam UU Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Salah
satu bentuk upaya tersebut adalah menerbitkan
yang
wewenang

laporan  tahunan menggambarkan

pelaksanaan serta pengelolaan
organisasi dan administrasi yang mendukung
keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagaimana

diatur dalam Pasal 13 UU MK.

2006, Mahkamah
memeriksa 41 permohonan perkara yang terdiri

Sepanjang Konstitusi

dari 36 perkara pengujian undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar dan 5 perkara
sengketa kewenangan konstitusional lembaga
negara. Dari 41 perkara tersebut telah diputus
sebanyak 32 perkara yang dituangkan dalam 24
putusan dan 3 penetapan penarikan kembali.
Dengan demikian sisa perkara tahun 2006 adalah
9 perkara yang terdiri dari 7 perkara PUU dan 2
perkara SKLN. Perkara sisa tersebut adalah
perkara yang masuk pada bulan November dan
Desember 2006.

salah satu kekuasaan

Sebagai pelaku

kehakiman yang menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan, putusan
Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.
Sebagai suatu hal yang baru, terdapat beberapa
putusan Mahkamah Konstitusi pada 2006 yang
menimbulkan dinamika dalam kehidupan
ketatanegaraan. Dinamika tersebut adalah suatu
kewajaran dalam alam demokrasi yang harus
senantiasa dikembalikan pada koridor UUD 1945
sebagai wujud kesepakatan bersama seluruh
warga negara.

Sebagai lembaga yang dibentuk dan di-
jalankan oleh manusia biasa, tentu keberadaan dan
kiprah Mahkamah Konstitusi sepanjang 2006 tidak
lepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan.
Oleh karena itu senantiasa dibutuhkan kepedulian
dari semua pihak dengan memberikan Kkritik,
saran, dan masukan, untuk meningkatkan kualitas
pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah
Konstitusi di masa yang akan datang, serta untuk
Mahkamah Konstitusi

mewujudkan sebagai

lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

Jakarta, 31 Desember 2006

Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S.H.









IR Hakim Konstitusi

Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S.H.

Lahir di Palembang, 17 April 1956.
Memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas
Hukum Universitas Indonesia (1982) dan
kemudian menjadi pengajar di almamaternya
itu. Pendidikan S-2 (1987) diselesaikan di
Fakultas Hukum UI (1987). Gelar Doktor limu
Hukum diraih dari Fakultas Pasca Sarjana Ul,
Sandwich Program kerja sama dengan
Rechtssfaculteit Rijks-Universiteit dan Van
Voolenhoven Institute, Leiden (1990). Tahun
2000 diangkat menjadi Guru Besar Penuh IImu
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Ul dan
dipercaya sebagai Ketua dan Penanggungjawab
Program Pasca Sarjana Bidang llmu Hukum
Tata Negara Fakultas Hukum Ul. la banyak
mengikuti pendidikan dan pelatihan serta
pertemuan internasional. la terpilih menjadi
hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan
Rakyat. Kemudian terpilih menjadi Ketua MK
periode pertama (2003-2006) dengan meraih
lima suara dari delapan anggota hakim
konstitusi yang hadir dalam sidang perdana MK.
Pada periode kedua (2006-2009), ia terpilih lagi
menjadi Ketua MK dengan meraih delapan dari
sembilan Hakim Konstitusi yang hadir dalam

sidang.



Prof. Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, S.H.

Lahir di Tekolampe, Sinjai, Sulawesi

Selatan, 5 Mei 1941. Meraih gelar sarjana

hukum dari Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin (1979) dan kemudian menjadi
pengajar di almamaternya itu. Mengikuti
Studi Lanjut di Leiden (Sandwich Program,
1984-1985) dan Utrecht (1989-1990),
Belanda. Gelar Doktor diraih dari
Universitas Padjajaran, Bandung. la pernah
menjadi Jaksa Muda Kejaksaan Negeri
Sungguminasa, Sulawesi Selatan (1961)
dan lama berkiprah sebagai lawyer.
Sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi
atas usul Mahkamah Agung (MA), sejak
2000 hingga Agustus 2003 ia menjabat
sebagai hakim agung di MA. Dalam sidang
perdana MK yang tidak dapat dihadirinya
karena sakit, ia terpilih sebagai Wakil Ketua
MK periode pertama (2003-2006). Pada
periode kedua (2006-2009), ia terpilih lagi
menjadi Wakil Ketua MK.
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Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS.

Lahir di Yogyakarta, 24 Desember
1942. Gelar sarjana hukum diperoleh dari
Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada (1970). Sejak 1971 menjadi
pengajar di Universitas Brawijaya,
Malang. Pendidikan S-2 diselesaikan di
Universitas Airlangga, Surabaya (1985).
Di kampus tempat ia mengabdikan
ilmunya itu, Prof. Mukthie dipercaya
sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata
Negara (1983-1989) dan Dekan Fakultas
Hukum (1988-1992). Sebelum terpilih
menjadi hakim konstitusi, Guru Besar
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini
adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur (Mei-Agustus 2003).
laterpilih menjadi hakim konstitusi MK

atas usul Presiden RI.




Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LLM.

Lahir di Cempaka, Ogan Komering Ulu,
Palembang, 3 Maret 1942. Pendidikan
sarjana hukum diselesaikan di Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang
(1967). Sejak 1964 ia telah mengajar di
almamaternyaitu. Gelar LLM diraihnya dari
Indiana University School of Law,
Blumington, Amerika Serikat (1980).
Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya ini pernah menjadi Kepala Badan
Pembinaan Hukum Nasional (1996-2000).
Sejak 2002-2003 ia sebagai Staf Khusus
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia RI. Namanya diajukan menjadi

hakim konstitusi oleh Presiden RI.




Il Hakim Konstitusi

Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Achmad Roestandi, S.H.

Lahir di Banjar, Jawa Barat, 1 Maret
1941. Menyelesaikan sarjana hukum di
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
Bandung pada tahun 1964. Dia kemudian
meneruskan karirnya di militer dan
pensiun dengan pangkat terakhir sebagai
Letnan Jenderal. Jabatan puncak di MPR
adalah Ketua Fraksi TNI/Polri MPR. Dia
dipilih sebagai hakim konstitusi atas
usulan DPR.




Dr. Harjono, S.H., MCL.

Lahir di Nganjuk, Jawa Timur, 31
Maret 1948. Meraih gelar sarjana hukum
dari Fakultas Hukum Universitas
Airlangga (1977). Gelar Master of
Comparative Law (MCL) diperolehnya
dari Southern Methodist University,
Dallas, Amerika Serikat (1981). Doktor
Ilmu Hukum diraihnya dari Universitas
Airlangga, Surabaya. la mengajar di
sejumlah universitas di Indonesia.
Pernah menjabat sebagai Dekan
Fakultas Hukum Universitas Bangkalan,
Madura. Posisi terakhir adalah anggota
MPR RI Utusan Daerah Jawa Timur
sebelum dipilih menjadi hakim konstitusi

lewat usul Presiden RI.
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Soedarsono, S.H.

Lahir di Surabaya, 5 Juni 1941.
Pendidikan sarjana hukum diselesaikan di
Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas
Agustus (1967). Karir sebagai hakim telah
ia jalani selama 35 tahun sejak 1968
dengan berbagai posisi. la pernah
mengikuti pendidikan di Institut
International d’ Administration Publique,
Paris (1989) dan Judicial Training
Australia (Federal Court of Australia). la
juga menjadi pengajar di beberapa
universitas di Surabaya. Jabatan
terakhirnya adalah Ketua Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
(2002-2003) sebelum dipilih menjadi
hakim konstitusi lewat usulan Mahkamah

Agung.



Maruarar Siahaan, S.H.

Lahir di Tanah Jawa, Sumatera Utara,
16 Desember 1942, Gelar sarjana hukum
diraih dari Fakultas Hukum Universitas
Indonesia (1967). Mengikuti pendidikan
hukum internasional dan perbandingan
hukum di International Comparative Law
Center South Western Legal Foundation,
University of Texas, Dallas (1976), up
grading hakim negara bagian Amerika
Serikat di National College for State
Judiciary, University of Nevada, Reno
(1976), Visiting Scholar, School of Law,
University of California, Berkeley (1990-
1991), dan Judicial Orientation, New
Santh Wiles, Judicial Commission,
Wollonggong, Australia (1997). Menjalani
karir sebagai hakim di peradilan umum.
Posisi terakhir sebelum dipilih menjadi
hakim konstitusi lewat usulan Mahkamah
Agung yaitu Ketua Pengadilan Tinggi
Bengkulu.
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| Dewa Gede Palguna, SH., M.H.

Lahir di Bangli, Bali, 24 Desember
1961. Meraih gelar sarjana hukum dari
Fakultas Hukum Universitas Udayana,
Bali (1987). Sejak 1988 menjadi pengajar
di almamaternya itu. Pendidikan S-2
Hukum Internasional diselesaikannya di
Universitas Padjajaran, Bandung (1994).
Posisi terakhir sebelum terpilih menjadi
hakim konstitusi lewat usulan DPR RI
yaitu Anggota MPR RI Utusan Daerah
Bali (periode 1999-2004).
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Preface

-I-He state ideal adhered to by the 1945 Constitution is a demo
cratic rule of law state. The ideal of rule of law and demo-
cratic state is contained in paragraph 4 of the 1945 Constitution ““...then
the Independence of Indonesian Nation is composed in a Constitution of
the Indonesian State, which is formed in a composition of the State of
the Republic of Indonesia with people sovereignty...”. The same is also
affirmed in Article 1 of the 1945 Constitution which states that sover-
eignty is in the hand of the people in the form of republic state and it is
affirmed that Indonesian State is a rule of law state.

As arule of law state, any action of the state organizer and the

sure the interest of all citizens. The will of all citizens is reflected in the
1945 Constitution which is a form of general agreement of all citizens.
Therefore, the 1945 Constitution is the highest law. Any lower legal norm
and all practices of state and nation life must be in accordance with the
provisions of the 1945 Constitution.

To safeguard the supremacy of the 1945 Constitution, the Consti-
tutional Court is formed as one of the executors of judiciary authority
organizing court proceedings in order to enforce the law and justice.
The 1945 Constitution grants four authorities to the Constitutional Court

which are reviewing the law against the Constitution, deciding dispute

citizen must be in accordance with the prevailing legal rule. Legal in this
case is the hierarchy of norm pinnacled by the constitution which is the
1945 Constitution. Therefore, the implementation of democracy must also
be based on the legal rule pinnacled by the 1945 Constitution. This is
also the consequence of the provision of Article 1 paragraph (2) of the
1945 Constitution which states that the sovereignty lies in the hand of
the people and implemented according to the provisions of the Constitu-
tion.

On the contrary, the applied and enforced law must reflect the will
of the people, therefore, it must be ensured that there is people’s par-
ticipation in the state decision making process. Law is not made to en-

sure the interest of several ruling individuals; instead, it is made to en-

over the authority of state institutions, deciding the dissolution of politi-

cal party, and deciding dispute regarding the result of general election.
In addition, the 1945 Constitution has also mandated one obligation which
is giving decision over the opinion of the House of People’s Representa-
tives in relation to the dismissal process of the President and the Vice
President during their term of office.

Besides ensuring the supremacy of the 1945 Constitution, the au-
thorities of the Constitutional Court are also a form of implementation of
co-supervising and co-balancing principles amongst the branches of
government. The authority of lawmaker through democratic institution is
balanced by the authority of material review of law against the Constitu-

tion as the highest form of agreement of all citizens. Dispute over the

Laporan Tahunan 2006



authority of state institutions must be settled through legal procedure
based on the 1945 Constitution. in the same also applies to the case of
dissolution of political party, dispute over the result of general election,
and the dismissal process of the President and the Vice President dur-
ing their term of office.

In order to implement the authorities and obligation mandated by
the 1945 Constitution, one of the missions of the Constitutional Court is
to become modern and trustworthy judiciary. Modern judiciary is judici-

ary who can provide uncomplicated and responsive service to all

stakeholders. Trustworthy judiciary is judiciary which is truly impartial,

|§§
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transparent, and has integrity; therefore, all of its decisions are trusted
by all parties as the effort to enforce the law and justice.

This 2006 annual report is one of the forms of accountability of the
Constitutional Court as one of the state high institutions executing the
sovereignty based on the 1945 Constitution to all Indonesian people as
the holder of sovereignty. Besides containing information regarding the
implementation of authorities in the form of cases being examined and
decided by the Constitutional Court, this report also serves as informa-
tion regarding the activities of constitutional justices and the activities of

the Secretariat General and the Registry throughout the year 2006.

25



Pelaksanaan \Wewenang
Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga tinggi negarayang
keberadaan dan wewenangnya diamanatkan oleh UUD 1945 yang
kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang MK. MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban
sesuai dengan yang diamantkan oleh Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD
1945. Empat kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguiji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban MK adalah
memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut
Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan wewenang yang dimiliki, MK merupakan pengawal
konstitusi (the guardian of the constitution) terkait dengan empat
wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya. Hal itu juga membawa
konsekuensi MK berfungsi sebagai penafsir konstitusi (the sole inter-
preter of the constitution). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur
penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu
fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin
dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Oleh
karena itu MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (the guard-
ian of the democracy), pelindung hak konstitusional warga negara (the
protector of the citizen’s constitutional rights) serta pelindung hak asasi
manusia (the protector of human rights).

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang MK, telah
dibentuk beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) sesuai dengan
ketentuan Pasal 86 UU MK. PMK tersebut meliputi PMK Nomor 01/PMK/
2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK; PMK
Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku
Hakim Konstitusi yang kemudian dicabut dan diganti dengan PMK Nomor
07/PMK/2005 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku
Hakim Konstitusi; PMK Nomor 03/PMK/2003 tentang Tata Tertib
Persidangan Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; PMK
Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum; PMK Nomor 05/PMK/2004 tentang Prosedur

Pengajuan Keberatan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

SEEUCEIEEIN EWEREE] Mahkamah Konstitusi

dan Wakil Presiden Tahun 2004; PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang
Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; dan PMK
Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa
Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Dari keempat wewenang dan satu kewajiban yang dimiliki oleh MK
permohonan perkara yang paling banyak diterima adalah pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal ini karena setiap
warga negara, badan hukum, dan lembaga negara dapat bertindak
sebagai pemohon apabila hak dan atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh ketentuan suatu undang-undang. Sedangkan dalam
perkara lain, hanya pihak tertentu saja yang dapat bertindak sebagai
pemohon seperti untuk perkara sengketa kewenangan konstitusional

lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil

Gedung MK.

Pemilu. Di samping itu terdapat pula kewenangan yang terkait momen-
tum tertentu saja, yaitu perselisihan hasil pemilihan umum, dan
pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya.

Sepanjang 2006, MK menerima 31 permohonan yang terdiri dari
27 perkara pengujian undang-undang (PUU) dan 4 perkara sengketa
kewenangan lembaga negara (SKLN). Selainitu, terdapat 9 perkara PUU

28
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SKLN 2006; 4\ PUU sisa 2005; 9

SKLN sisa 2005;
1

PUU 2006; 27/

B PUU sisa 2005 B SKLN sisa 2005 1 PUU 2006 m SKLN 2006

dan 1 perkara SKLN sisa tahun 2005. Dengan demikian keseluruhan
perkarayang diperiksa pada 2006 adalah 41 perkara dengan total perkara
PUU sebanyak 36 perkara dan perkara SKLN sebanyak 5 perkara.

Dari 41 perkara tersebut yang telah diputus adalah 32 perkara yang

Sisa; 9
A\

Ditarik
Kembali; 3
Diputus; 29

W Diputus g Ditarik Kembali | Sisa

terdiri dari 29 perkara PUU dan 3 perkara SKLN. Dengan demikian masih
terdapat sisa 9 perkara yang terdiri atas 7 perkara PUU dan 2 perkara
SKLN. Perkara-perkarayang belum diputus tersebut adalah perkara yang
diregistrasi pada bulan November dan Desember 2006.

Dalam setiap bulannya, rata-rata MK menghasilkan 2,7 putusan.
Waktu yang dibutuhkan untuk memutus satu perkara bervariasi mulai
kurang dari satu bulan hingga 8,4 bulan. Perkara yang membutuhkan
waktu paling lama tersebut adalah PUU Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi karena banyaknya keterangan pemohon, saksi, ahli, dan
pihak terkait yang harus didengar dalam persidangan.

Dari 32 perkara yang telah diputus tersebut terdiri atas 29 perkara
PUU dan 3 perkara SKLN. Ke-29 perkara PUU yang telah ditangani
tersebut terdiri dari 2 penetapan penarikan kembali dan 23 putusan,

karena adanya penggabungan beberapa perkara. Jika dilihat dari amar

Ditarik
Kembali; 3

Dikabulkan; 7

Tidak Dapat _~
Diterima; 10

Ditolak; 6

mDikabulkan mDitolak 1 Tidak Dapat Diterima m Ditarik Kembali

putusannya, dari 23 putusan PUU pada 2006 tersebut terdapat 7 putusan
yang mengabulkan, 6 putusan menolak, dan 10 putusan yang
menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
Sedangkan untuk perkara SKLN, 2 perkara diputus tidak dapat
Ditarik Kembali;

1

Tidak Dapat
Diterima; 2

ETidak Dapat Diterima

Ditarik Kembali

diterima dan 1 perkara ditarik kembali.

Dilihat dari undang-undang yang dimohonkan untuk diuiji, pada
2006 terdapat 17 undang-undang. Sedangkan dilihat dari butir ketentuan
yang diuji sepanjang 2006, terdapat 126 butir ketentuan baik berupa
kata, pasal, ayat, dan atau penjelasan. Dari 126 butir ketentuan tersebut
26 butir ketentuan dikabulkan, 38 ditolak, dan 62 tidak dapat diterima.
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A. Putusan Pengujian Undang-Undang
yang Menyatakan Permohonan
Dikabulkan

Putusan No. 026/PUU-II1/2005 tentang pengujian UU
APBN 2006: Anggaran Pendidikan 9,1% Bertentangan

dengan UUD 1945

Fhge ke
—

Foto: Denny

Mantan Mendikbud Wardiman Djojonegoro ikut berdemo bersama para guru untuk menaikkan anggaran pendidikan

di depan gedung MK.

Putusan Perkara No. 026/PUU-I11/2005 dibacakan dalam Sidang
Pleno MK tanggal 22 Maret 2006 dan telah dimuat dalam Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006. MK menyatakan UU No. 13
Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2006 (UU APBN 2006) sepanjang menyangkut anggaran
pendidikan sebesar 9,1% sebagai batas tertinggi, bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan inimenyatakan bahwa ketentuan undang-undang disebut
“bertentangan dengan UUD 1945", tidak selalu harus bertentangan atau
conflict dalam posisi diametral dengan UUD, melainkan dapat juga terjadi

karena ketentuan tersebut tidak konsisten (inconsistent) atau tidak sesuai

SEEUCEIEEIN EWEREE] Mahkamah Konstitusi

(non-conforming, unvereinbar) dengan UUD sebagai hukum tertinggi.
Jumlah konkrit persentase anggaran pendidikan yang disebut Pasal 31
ayat (4) UUD 1945 merupakan salah satu ukuran konstitusionalitas UU
APBN 2006. Maka alokasi anggaran pendidikan 9,1% dalam UU APBN
2006 bertentangan dengan UUD 1945,

Pada putusan ini juga disinggung kaitannya dengan putusan MK
perkara No. 012/PUU-11/2005 tentang pengujian UU APBN 2005.
Dijelaskan bahwa putusan itu ada pada kurun waktu yang berbeda
dengan pengujian UU APBN 2006 ini. Pada saat
itu permohonan diajukan dan diperiksa pada masa
akhir tahun anggaran, sedangkan perkara ini
permohonan diajukan dan diperiksa pada masa
awal tahun anggaran, maka berbeda dengan
perkara terdahulu, masih terdapat peluang besar
bagi Pemerintah dan DPR untuk meningkatkan
anggaran pendidikan secara lebih signifikan dengan
cara realokasi anggaran melalui APBN-P (APBN
Perubahan) yang lebih mencerminkan kesungguhan
Pemerintah dan DPR untuk memenuhi ketentuan
Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang secara tegas
diperintahkan untuk diprioritaskan.Dengan adanya
Putusan Mahkamah Nomor 012/PUU-I11/2005,
Pemerintah dan DPR sudah seharusnyamengetahui

e

s _EE |

e

dengan persis bahwa anggaran pendidikan yang
kurang dari 20% bertentangan dengan Pasal 31 ayat
(4)UUD 1945.

Untuk menghindari kemacetan dan kekacauan dalam
penyelenggaran pemerintahan, putusan MK hanya memberi akibat
hukum terhadap inkonstitusionalitas anggaran pendidikan tersebut
secara terbatas, yaitu tentang batas tertinggi, dan bukan terhadap
keseluruhan UU APBN 2006. Hal itu berarti bahwa UU APBN 2006 tetap
mengikat secara hukum dan dapat dilaksanakan sebagai dasar hukum
pelaksanaan APBN dengan kewajiban bagi Pemerintah dan DPR untuk
mengalokasikan kelebihan dana yang akan diperoleh dari hasil
penghematan belanja negara dan/atau hasil peningkatan pendapatan
pada anggaran pendidikan dalam APBN-P 2006.
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Putusan Nomor 019-020/PUU-I11/2005 tentang
pengujian UU PPTKI : Pembatasan Tingkat Pendidikan
Bagi TKI Bertentangan dengan UUD 1945

MK menyatakan Pasal 35 hurufd UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
(UU PPTKI) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat. Hal ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 019-020/
PUU-III/2005 tanggal 28 Maret 2006 yang telah dimuat dalam Berita

akan tidak dapat secara sempurna memenuhi kebutuhan hidupnya dan
oleh karenanya akan terganggu hak atas mempertahankan hidup dan
kehidupannya, lebih-lebih hak untuk hidup sejahtera.

Batasan tingkat pendidikan (SLTP) hanya dapat dibenarkan apabila
persyaratan pekerjaan memang memerlukan hal tersebut. Pembatasan
tingkat pendidikan di luar persyaratan yang ditentukan oleh pekerjaan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 huruf d UU PPTKI justru tidak

mempunyai dasar alasan pembenar (rechtsvaardigingsgrond) menurut

Menhukham Hamid Awaluddin dan Menaker Erman Suparno sebagai wakil pemerintah dalam sidang pengujian UU PPTKI.

Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tanggal 7 April 2006.
Putusan ini merupakan putusan dari penggabungan Perkara Nomor 019/
PUU-I11/2005 dan Perkara Nomor 020/PUU-11/2005.

Pasal 35 huruf d UU PPTKI berbunyi, “Perekrutan calon TKI oleh
pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI
yang telah memenuhi persyaratan ... d) berpendidikan sekurang-
kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang
sederajat.”

Dalam Putusan ini dinyatakan bahwa seorang yang telah dewasa
memerlukan pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup baik
untuk dirinya sendiri maupun keluarganya tanpa membedakan apakah
seseorang tersebut lulusan SLTP atau bukan. Apabila tidak dapat

mendapatkan pekerjaan dapatlah dipastikan bahwa seseorang tersebut

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Dengan demikian, pembatasan tingkat pendidikan SLTP yang
terdapat dalam pasal UU PPTKI bertentangan dengan hak atas pekerjaan
seseorang yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), hak untuk
mempertahankan hidup dan kehidupan berdasarkan Pasal 28A, serta
hak untuk hidup sejahtera berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Lagi pula, syarat pendidikan dalam Pasal 35 huruf d UU PPTKI menjadi
tidak relevan apabila dikaitkan dengan kewajiban konstitusional
Pemerintah untuk wajib membiayai pendidikan dasar sesuai dengan
Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, yang seandainya telah dipenuhi oleh
Pemerintah, dengan sendirinya angkatan kerja Indonesia sudah
mencapai tingkat pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
(SLTP).
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Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang pengujian
UU PTPK: Perluasan Unsur “Melawan Hukum”
Bertentangan dengan UUD 1945

Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 merupakan putusan tentang
Pengujian Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK) yang
diucapkan dalam sidang terbuka MK pada tanggal 25 Juli 2006. Amar
putusannya adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Perkara ini diajukan oleh Pemohon Ir. Dawud Djatmiko yang telah
menjalani proses pengadilan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan
tindak pidana korupsi yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), dan/
atau Pasal 3 UU PTPK. Pemohon mengajukan pengujian Pasal 2 ayat
(1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal
15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun
2001.

Dalam putusan ini yang dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah Penjelasan
Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenaifrasa “Yang dimaksud
dengan ‘secara melawan hukum'’ dalam pasal ini mencakup perbuatan-
perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil,
yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap
tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma
kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat
dipidana”.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut dipandang oleh
MK telah memperluas kategori unsur “melawan hukum” dalam hukum
pidana yang tidak lagi hanya sebagai formele wederrechtelijkheid
melainkan juga dalam arti materiele wederrechtelijkheid. Penjelasan
dari pembuat undang-undang itu sesungguhnya bukan hanya
menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum,
melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya
ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara for-

mal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana.
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Wakil Ketua KPK Tumpak H. Panggabean seusai pembacaan putusan pengujian UU
PTPK

Penjelasan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan
melawan hukum yang dikenal dalam hukum perdata seolah-olah telah
diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana
(wederrechtelijkheid). Apa yang patut dan yang memenuhi syarat
moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang
berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan
ketidakpastian hukum. Maka Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan
perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
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Putusan No. 005/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU
KY dan UU KK: Ketidakjelasan Mekanisme
Pengawasan Hakim Bertentangan dengan UUD 1945

Bambang Widjojanto (kuasa KY) dan Soekotjo Soeparto (anggota KY) dalam sidang
putusan MK.

Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 merupakan putusan pengujian
Undang-undang Nomor Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
(VU KY) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) terhadap UUD 1945. Ketentuan
yang dimohonkan untuk diujiadalah Pasal 34 ayat (3) UU KK yaitu Pasal
1angka5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) dan (5), Pasal 23 ayat
(2), (3), dan (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3) dan (4) UU KY,
serta Pasal 34 ayat (3) UU KK.

Amar putusan ini menyatakan mengabulkan sebagian permohonan
yaitu Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “hakim Mahkamah
Konstitusi”, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 22 ayat
(5), Pasal 23 ayat (2), (3), dan (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3)
dan (4) UUKY, serta Pasal 34 ayat (3) UU KK bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini
dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu,
23 Agustus 2006.

Terdapat dua hal penting dalam putusan ini, yaitu masalah
pengawasan hakim konstitusi dan ketidakjelasan obyek serta mekanisme

pengawasan hakim yang diatur dalam UU KY. MK menyatakan bahwa

sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24B
ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan
dengan UUD 1945. Putusan ini didasari oleh pemahaman sistematis dan
penafsiran berdasarkan “original intent” perumusan ketentuan mengenai
KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan
ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.

Tidak tercakupnya pengertian pengawasan perilaku hakim
konstitusi dalam kewenangan pengawasan KY sebagaimana diatur dalam
Pasal 24B UUD 1945 tersebut juga dapat dilihat dari ketentuan UU MK
dan UU KK yang dibentuk sebelum pembentukan UU KY. Selainitu, hakim
konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap,
melainkan hakim karena jabatannya. MK juga mempertimbangkan pula
alasan substantif terkait dengan kewenangan memutus sengketa
kewenangan konstitusional lembaga negara. Jika pengawasan KY juga
meliputi hakim konstitusi, maka KY tidak akan dapat bertindak sebagai
pihak dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang
menjadi kewenangan MK untuk mengadilinya.

Terhadap permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut
pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi
hakim agung, terbukti tidak cukup beralasan. Putusan ini menyatakan
bahwa persoalan yang berkaitan dengan pertanyaan apakah hakim
menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 meliputi pengertian hakim agung
atau tidak, tidaklah dapat ditemukan dasar-dasar konstitusional yang
meyakinkan. Pembentuk undang-undang dapat saja menentukan apakah
hakim agung termasuk dalam wilayah pengawasan KY atau tidak. Dengan
demikian KY tetap memiliki kewenangan pengawasan seperti yang
diberikan oleh UUD 1945.

Namun terkait dengan perumusan pengawasan tersebut dalam
undang-undang, MK berpendapat bahwa perumusan Pasal 13 hurufb
juncto Pasal 20 UU KY sebagai penjabaran dari Pasal 24B ayat (1) UUD
1945 menggunakan rumusan kalimat yang berbeda sehingga
menimbulkan masalah dalam penormaannya yang mengakibatkan
ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid). UU KY terbukti tidak rinci
mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas
menentukan siapa subyek yang mengawasi, apa objek yang diawasi,
instrumen apa yang digunakan, serta bagaimana proses pengawasan
itu dilaksanakan. Hal itu menyebabkan semua ketentuan UU KY tentang

pengawasan menjadi kabur (obscuur) dan menimbulkan ketidakpastian
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hukum (rechtsonzekerheid) dalam pelaksanaannya. Oleh karenaitu,
segala ketentuan UU KY yang menyangkut pengawasan dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. DPR dan Presiden dianjurkan pula untuk melakukan
perbaikan-perbaikan yang bersifat integral dengan juga mengadakan
perubahan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas UU KK, UU
MA, UU MK, dan undang-undang lain yang terkait dengan sistem

peradilan terpadu.

Putusan Nomor 013-022/PUU-1V/20006 tentang
Pengujian Pasal 134, 136bis, dan 137 KUHPidana:
Pasal Penghinaan Presiden Bertentangan dengan UUD
1945

Putusan inimerupakan putusan terhadap perkara Nomor 013/PUU-
IV/2006 dan Perkara Nomor 022/PUU-1V/2006. Para Pemohon
mendalilkan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana
yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil
Presiden bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum (Pasal
27 ayat (1) UUD 1945), prinsip kemerdekaan mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan (Pasal 28 juncto Pasal 28E ayat (2) dan ayat
(3)UUD 1945), dan prinsip bahwa seseorang harus menghormati hak
asasi orang lain (Pasal 28J UUD 1945).

MK berpendapat bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137
KUH Pidana bisa menimbulkan ketidakpastian hukum
(rechtsonzekerheid) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes,
pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan
terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal itu bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat
upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD
1945. Pasal-pasal KUH Pidana tersebut juga berpeluang menghambat
hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan
ekspresi sikap karena selalu digunakan aparat hukum terhadap aksi unjuk
rasa. Hal itu bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E ayat (2), dan
ayat (3) UUD 1945;

Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut
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hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310-Pasal 321 KUHPidana jika
penghinaan (beleediging) ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal
207 KUHPidana dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan/
atau Wakil Presiden selaku pejabat (als ambtsdrager). Penuntutan
terhadap tindak pidana tersebut seharusnya dilakukan atas dasar
pengaduan (bij kiacht). Keberadaan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal
137 KUHPidana juga akan dapat menjadi ganjalan dan/atau hambatan
bagi kemungkinan untuk mengklarifikasi apakah Presiden dan/atau \Wakil
Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7AUUD 1945.

Pakar komunikasi Effendy Ghazali sebagai ahli diwawancarai wartawan setelah menghadiri
sidang MK.

MK berpendapat, sebagai suatu negara hukum yang demokratis,
tidak relevan lagi jika dalam KUHPidananya masih memuat pasal-pasal
seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip
persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan
pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian
hukum. Oleh karena itu, putusan ini menyatakan permohonan Pemohon
dikabulkan untuk seluruhnya, menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan
Pasal 137 KUHPidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak

memiliki kekuatan hukum mengikat.
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Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Pengujian
UU KKR: Kompensasi dan Restitusi Tidak Dapat
Digantungkan Pada Pemberian Amnesti

Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan penguijian
terhadap Pasal 27, Pasal 1 Angka 9, dan Pasal 44 UU No. 27 Tahun
2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dianggap
bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D Ayat (1) dan
Pasal 28| Ayat (4) UUD 1945. Amar putusan ini menyatakan mengabulkan
permohonan para Pemohon, menyatakan UU No. 27 Tahun 2004 tentang
KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Putusan ini diucapkan pada Sidang Pleno MK yang
terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, 7 Desember 2006.

Dalam putusan ini yang dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945 sebenarnya adalah Pasal 27 UU KKR. Namun karena ketentuan
pasal tersebut menentukan operasionalisasi keseluruhan UU KKR maka
seluruh UU KKR dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Pasal 27 UU KKR menyatakan “Kompensasi dan rehabilitasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila
permohonan amnesti dikabulkan.”

Pengaturan inimengandung kontradiksi antara satu bagian dengan
bagian yang lain. Pencampuradukan dan kontradiksi yang terdapat dalam
Pasal 27 UU KKR adalah menyangkut tekanan yang melihat pada pelaku
secara perorangan dalam individual criminal responsibility, padahal
peristiwa pelanggaran HAM sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM,
baik pelaku maupun korban serta saksi-saksi lainnya tidak mudah
ditemukan lagi. Rekonsiliasi antara pelaku dan korban menjadi hampir
mustahi diwujiackan, jika dilakukan dengan pendekatan individual crimi-
nal responsibility.

Di pihak lain, jika tujuannya adalah rekonsiliasi dengan pendekatan
yang tidak bersifat individual, maka yang menjadi titik tolak adalah adanya
pelanggaran HAM berat dan adanya korban yang menjadi ukuran untuk
rekonsiliasi dengan memberikan kompensasi dan rehabilitasi. Fakta telah
terjadi pelanggaran HAM berat dan imbulnya korban yang seharusnya
HAM-nya dilindungi negara, telah cukup untuk melahirkan kewajiban
hukum baik pada hegara maupun individu pelaku yang dapat diidentifikasi
untuk memberikan restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi kepada korban,

tanpa persyaratan lain. Penentuan adanya amnesti sebagai syarat,
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Taufig Ismail (sebagai saksi) dan sebagian dari Pemohon spontan sujud syukur setelah
pembacaan putusan UU KKR.

merupakan hal yang mengesampingkan perlindungan hukumdan keadilan
yang dijamin oleh UUD 1945.

Meskipun yang dikabulkan dari permohonan hanya Pasal 27 UU
KKR, akan tetapi oleh karena seluruh operasionalisasi UU KKR
bergantung dan bermuara pada pasal yang dikabulkan tersebut, maka
dengan dinyatakannya Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, seluruh ketentuan
dalam UU KKR menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan. Hal ini terjadi
karena keberadaan Pasal 27 tersebut berkaitan erat dengan Pasal 1
Angka 9, Pasal 6 huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 25 ayat (1)
huruf b, Pasal 25 ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1),
dan Pasal 29 UU KKR. Keberadaan Pasal 27 dan pasal yang terkait
dengan Pasal 27 UU KKR itu merupakan pasal-pasal yang sangat
menentukan bekerja atau tidaknya keseluruhan ketentuan dalam UU KKR
sehingga dengan menyatakan tidak mengikatnya secara hukum Pasal
27 UU KKR, implikasi hukumnya akan mengakibatkan seluruh pasal
berkaitan dengan amnesti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Karena pada dasarnya hukum acara yang berkaitan dengan pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945 menyangkut kepentingan umum
yang akibat hukumnya bersifat erga omnes, sehingga tidak tepat untuk
melihatnya sebagai hal yang bersifat ultra petita yang dikenal dalam

konsep hukum perdata.
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Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 mengenai
pengujian UU KPK: Dualisme Pengadilan Yang
Mengadili Tindak Pidana Korupsi Bertentangan
dengan UUD 1945

Ketentuan-ketentuan yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam
putusan ini adalah Pasal 1 Angka 3, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 hurufc,
Pasal 11 hurufb, Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 20, Pasal 40, Pasal
53, dan Pasal 72 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Wakil DPR Akil Mochtar sedang memberi keterafigan
di sidang MK.

MK dalam putusan ini mengabulkan sebagian permohonan
pemohon, yaitu menyatakan bahwa Pasal 53 UU KPK bertentangan
dengan UUD 1945. Pasal 53 UU KPK berbunyi, “Dengan Undang-Undang
ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan
berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang
penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.” Namun
demikian Pasal 53 UU KPK tersebut dinyatakan tetap mempunyai
kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat
tiga tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan. Putusan ini diucapkan
dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa, 19 Desember
2006.
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Putusan tersebut didasari oleh pertimbangan hukum bahwa
Pengadilan Tipikor oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan
sebagai pengadilan khusus, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan
dalam UU KPK. Namun demikian, karena penggolongan Pengadilan
Tipikor sebagai pengadilan khusus hanya atas dasar kriteria bahwa
Pengadilan Tipikor tersebut secara khusus menangani perkara tindak
pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh KPK, ditambah
dengan beberapa ciri lain yaitu susunan majelis hakim terdiri atas dua
orang hakim peradilan umum dan tiga orang hakim ad hoc, yang harus
menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi

tersebut dalam jangka waktu 90 hari kerja

>
i
o
[
o
5
o
(g

terhitung sejak perkara dilimpahkan (Pasal 58
ayat (1) UU KPK), maka terdapat dua pengadilan
yang berbeda dalam lingkungan peradilan yang
sama, dengan hukum acara yang berbeda dan
susunan majelis hakim serta kewajiban memutus
dalam jangka waktu tertentu secara berbeda,
padahal menyangkut perbuatan orang yang
sama-sama didakwa melakukan tindak pidana
korupsi, yang diancam pidana oleh undang-
undang yang sama, yang dapat menghasilkan
putusan akhir yang sangat berbeda.

Kenyataan yang terjadi dalam praktek di
pengadilan umum dan Pengadilan Tipikor
selama ini, menunjukkan bukti adanya standar
ganda dalam upaya pemberantasan korupsi
melalui kedua mekanisme peradilan yang
berbeda. Dilihat dari aspek yang dipertimbangkan di atas, Pasal 53 UU
KPK yang melahirkan dua lembaga jelas bertentangan dengan UUD
1945. Dengan demikian Pasal 53 UU KPK telah ternyata bertentangan
dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (5), serta Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945.

Namun, sebelum menentukan akibat hukum atas kekuatan hukum
mengikat Pasal 53 tersebut, MK mempertimbangkan apabila Pasal 53
UU KPK yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 pada
saatyang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum
mengikat, maka pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh KPK dan

Pengadilan Tipikor yang sedang berjalan menjadi terganggu atau
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terhambat karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat
menyebabkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi mengalami
kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak
dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu, MK mempertimbangkan
perlunya menyediakan waktu bagi proses peralihan yang mulus (smooth
transition) untuk terbentuknya aturan yang baru. MK memandang tindak
pidana korupsi yang telah merugikan hak asasi sosial dan ekonomi
masyarakat Indonesia adalah kejahatan yang luar biasa dan musuh
bersama (common enemy) masyarakat dan bangsa Indonesia secara
keseluruhan. Oleh karenaitu, tujuan perlindungan hak asasi yang hendak
dicapai melalui penguijian ketentuan Pasal 53 di depan MK dipandang
skalanya lebih kecil dibanding dengan perlindungan hak asasi ekonomi
dan sosial rakyat banyak yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi.
Untuk menghadapi keadaan demikian, maka sikap kenegarawanan
dan kearifan semua pihak, terutama para hakim (judicial wisdom and
craftsmanship), sangat dibutuhkan. Untuk itu, pembatasan akibat hukum
yang demikian dapat dilakukan dengan menangguhkan tidak
mengikatnya Pasal 53 UU KPK yang telah dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945 sedemikian rupa dengan memberi waktu yang cukup
bagi pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan agar sesuai
dengan UUD 1945. Hal demikian juga
sekaligus dimaksudkan agar pembuat
undang-undang secara keseluruhan
memperkuat dasar-dasar konstitusio—
nal yang diperlukan bagi keberadaan
KPK dan upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi. MK berpendapat
diperlukan jangka waktu paling lama
tiga tahun. Apabila dalam jangka waktu
tiga tahun tidak dapat dipenuhi oleh
pembuat undang-undang, maka
ketentuan Pasal 53 UU KPK dengan
sendirinya, demi hukum (van
rechtswege) tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat lagi.

B. Putusan Pengujian Undang-Undang
yang Menyatakan Permohonan Ditolak

Putusan Nomor 021/PUU-111/2005 tentang pengujian UU
Kehutanan : Tidak Setiap Perampasan Hak Milik
Bertentangan dengan UUD 1945

Pemohon adalah PT Astra Sedaya Finance yang mengajukan
pengujian Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan berikut penjelasannya
bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon merasa bahwa hak
konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya pasal tersebut karena
truk-truk pemohon yang digunakan sebagai alat angkut kayu yang diperoleh
secarailegal (llegal logging) telah dirampas oleh pihak Kejaksaan Negeri
dan Kejaksaan Tinggi Jambi, Propinsi Jambi. Padahal truk-truk tersebut
adalah milik pemohon yang dijaminkan fidusia kepada para pelakuillegal
logging.

Terhadap permasalahan ini MK berpendapat bahwa hak milik
menurut UUD 1945 bukanlah merupakan HAM yang bersifat absolut,
tetapi dalam pelaksanaannya wajib tunduk kepada pembatasan yang

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk

Menteri Kehutanan MS Kaban tengah memberi keterangan kepada wartawan setelah mengikuti sidang MK.
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antara lain kepentingan keamanan dan ketertiban umum (Pasal 28J ayat
(2) UUD 1945). Ketentuan Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan adalah untuk
melindungi kepentingan nasional, khususnya keamanan kekayaan
negara dan lingkungan hidup dari kejahatan pembalakan liar (illegal log-
ging) yang saatini sudah sangat merajalela yang secara tidak langsung
mengganggu dan bahkan membahayakan hak asasi orang lain atau
masyarakat umum, merugikan negara, membahayakan ekosistem, dan
kelangsungan kehidupan. Terjadinya perampasan barang-barang (truk)
yang merupakan hak kepemilikan Pemohon adalah persoalan penerapan
hukum sebagaimanajuga terungkap dalam persidangan, sehingga bukan
merupakan persoalan konstitusionalitas norma yang terkandung dalam
Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta Penjelasannya.

MK berpendapat bahwa tidak setiap perampasan hak milik serta-
merta bertentangan dengan UUD 1945. Perampasan hak milik dapat
dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip due process of
law, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum
(legal construction), seperti hak milik yang lahir dari perjanjian jaminan
fidusia. Namun demikian, terlepas dari keabsahan perampasan hak milik
sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip due process of law di atas,
hak milik dari pihak ketiga yang beritikad baik (ter goeder trouw, good
faith) tetap harus dilindungi. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan di atas, MK berpendapat bahwa Pasal 78 ayat (15) UU
Kehutanan beserta Penjelasannya tidak bertentangan dengan UUD 1945

sehingga permohonan pemohon ditolak.

Putusan Nomor 024/PUU-I11/2005 tentang pengujian
UU Pemda: Pemberhentian Sementara Kepala Daerah
dan Asas Presumption of Innocence

Putusan Nomor 024/PUU-I1I/2005 merupakan putusan Pengujian
Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(UU Pemda) beserta Penjelasannya. Pemohon dalam putusanini adalah
Drs. H. Muhammad Madel, M.M. Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Sarolangun, Propinsi Jambi. Pemohon mengajukan penguijian ketentuan
pasal tersebut yang telah menjadi dasar pemberhentiannya untuk
sementara dari jabatan Bupati Sarolangun yaitu Pasal 31 ayat (1) UU
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya sbb: “ ..
Kepala Daerah dan/atau \Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara
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Kuasa hukum Pemohon Pengujian Pasal 31 ayat (1) UU Pemda.

oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan
tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak
pidana terhadap keamanan negara.... “.

Dalam putusan ini, MK menegaskan bahwa prinsip atau asas
praduga tak bersalah (presumption of innocence) adalah prinsip atau
asas yang berlaku dalam bidang hukum pidana. Sementaraitu, Menurut
MK, yang dirumuskan oleh Pasal 31 ayat (1) UU Pemda dan Penjelasan
Pasal 31 ayat (1) UU Pemda adalah keadaan yang menggambarkan
bekerjanya dua proses dari dua bidang hukum yang berbeda namun
berhubungan, yaitu proses hukum tata usaha negara dalam bentuk
tindakan administratif (administrative treatment) berupa pemberhentian
sementara terhadap seorang pejabat tata usaha negara, dan proses
hukum pidana yaitu dituntutnya pejabat tata usaha negara tersebut
dengan dakwaan melakukan tindak pidanatertentu. Untuk adanya proses
hukum tindakan administratif pemberhentian sementara, dipersyaratkan
adanya proses hukum telah dituntutnya seorang pejabat tata usaha
negara dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu. Prinsip atau
asas praduga tak bersalah adalah prasyarat terhadap proses yang
disebut belakangan, yaitu dalam proses beracara guna membuktikan

tindak pidana yang didakwakan terhadap seorang pejabat tata usaha



negara.

Tindakan pemberhentian sementara terhadap pejabat publik,
khususnya pejabat tata usaha negara, yang didakwa melakukan tindak
pidana adalah penting untuk mendukung bekerjanya due process of law
guna mencegah pejabat yang bersangkutan melalui jabatannya
mempengaruhi proses pemeriksaan atau tuntutan hukumyang didakwakan
kepadanya. Atau sebaliknya, mencegah penegak hukumterpengaruh oleh
jabatan terdakwa sebagai kepala daerah dalam budaya hukum yang
bersifat ewuh pakewuh.

Dengan demikian, pemberhentian sementara justru merealisasikan
prinsip persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Sebab, dengan adanya pemberhentian sementara terhadap seorang kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan kejahatan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda tersebut, setiap
orang secaralangsung dapatmelihatbahwa siapa
punyang melakukan tindak pidana atau kejahatan
maka terhadapnya akan berlaku proses hukum
yang sama. Jabatan yang dipegang seseorang
tidak boleh menghambat atau menghalangi
proses pertanggungjawaban pidana orang itu
apabila ia didakwa melakukan suatu tindak
pidana. Dalamkaitan dengan perkaraini, tindakan
administratif berupa pemberhentian sementara
justru merupakan langkah hukum untuk
meniadakan potensi obstruction of justice
tersebut. Oleh karena itu amar putusan ini
menyatakan permohonan Pemohon ditolak.
Putusan ini dibacakan dalam Sidang Pleno MK
pada hari Rabu, 29 Maret 2006.

Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman
sebagai Pemohon dalam sidang MK.

Putusan No. 008/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU
Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD:
Konstitusionalitas Recalling Anggota DPR.

Ketentuan undang-undang yang diuji pada putusan ini adalah Pasal
85 ayat (1) huruf C UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 12 huruf b UU Nomor
31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Pemohon adalah Djoko Edhi Soetjipto
Abdurrahman, mantan anggota DPR yang diberhentikan berdasarkan
ketentuan tersebut. Putusan No. 008/PUU-IV/2006 ini dibacakan dalam
Sidang Pleno MK hari Kamis, 28 September 2006. Amar putusannyaadalah
menolak permohonan pemohon dengan empat hakim konstitusi yang
memiliki pendapat berbeda.

Dalam pertimbangan hukum dinyatakan bahwa karena anggota
parlemen dikonstruksikan sebagai wakil rakyat, maka demi akuntabilitas

terhadap yang diwakili, mekanisme recall sangatlah relevan. Dengan

>
=
=]
5}
(a]
s
o
Lo

39



adanya mekanisme tersebut, rakyat dipandang tetap masih dapat
mengontrol wakilnya. Sedangkan masalah siapa yang melaksanakan
recall dinilai sebagai persoalan teknis yang berkaitan dengan sistem
pemilihan umum. Dalam sistem pemilihan di mana pemilih langsung
memilih nama seseorang sebagai wakil, maka adalah logis jika recall
dilakukan oleh pemilih, misalnya melalui mekanisme petisi. Sedangkan
dalam sistem pemilihan dengan memilih partai politik sebagaimana diatur
dalam UUD 1945, dalam hal pemilihan anggota DPR dan DPRD, maka

logis pula apabila recall dilakukan oleh partai yang mencalonkan.

Putusan Nomor 014/PUU-1V/2006 tentang pengujian UU
Advokat: Organisasi Advokat sebagai Organ Negara

Pemohon dalam perkara PUU ini mengajukan penguijian terhadap
Pasal 1 angka 1 dan 4, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 32 ayat (3)
dan ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.Menurut
Pemohon, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal
28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3)
UUD 1945. Ketentuan tersebut dipandang oleh Pemohon merugikan
Persekutuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).

Dalam putusan ini MK berpendapat bahwa UU Advokat yang
arahnyamenuju “single bar organization” tidak bertentangan dengan UUD
1945. Menurut keterangan PERADI dan delapan organisasi yang
mengemban tugas sementara Organisasi Advokat sebelum organisasi
dimaksud yakni Ikadin, AAl, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI
tetap eksis namun kewenangannya sebagai organisasi profesi advokat,
yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguiji, mengawasi,
dan memberhentikan advokat secara resmi menjadi kewenangan
PERADI. Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 Ayat
(1) UU advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang
karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul
sebagaimana diatur UUD 1945.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU advokat memberikan status kepada
Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara
dengan penegak hukum lainnya. Maka diperlukan suatu organisasi yang
merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) UU advokat. Organisasi PERADI sebagai satu-
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satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara
dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang
juga melaksanakan fungsi negara.

Amar putusan menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak
untuk seluruhnya. Putusan ini diucapkan dalam sidang pleno terbuka

untuk umum pada hari Kamis, 30 November 2006.

Putusan Nomor 018/PUU-IV/2006 tentang Pengujian
KUHAP: Pengaturan Penahanan dalam Pasal 21 ayat
(1) KUHAP Tidak Bertentangan dengan UUD 1945

Pemohonmengajukan penguijian frasa “melakukan tindak pidana” dan
frasa“dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran” dalam
Pasal 21 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon dalam putusan ini
mendalilkan bahwa kekuasaan mutlak penyidik/penuntut umum untuk
menahan seseorang periu adanya pengawasanyang rasional yang dilakukan
olehbadan peradilan (judicial supervision of pre trial procedure). Penyelidikan
yang bersifat tertutup dan rahasia menimbulkan kekhawatiran dalam
masyarakat bahwa penyelidik akan menggunakan wewenang yang
berlebihan (overexceeding power) untuk mendapatkan pengakuantersangka

=
=
=
3}
o
5
=}
L

Kuasa hukum pemohon pengujian KUHAP

40



atau keterangan saksi.

Pertimbangan hukum MK dalam putusan ini menyatakan bahwa
penahanan merupakan tindakan yang diperlukan dalam proses
penegakan hukum meskipun dalam penahanan itu sendiri terdapat
pembatasan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penahanan
haruslah diatur dengan undang-undang yang di dalamnya ditentukan
tata cara serta syarat-syarat yang jelas. Hal demikian dilakukan untuk
menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Usaha untuk
meminimalisasi pelanggaran hak asasi manusia dalam penahanan
dilakukan di antaranya dengan menetapkan syarat-syarat penahanan
serta menetapkan alasan penahanan dan dengan memberikan upaya
hukum kepada seseorang yang terhadapnya dikenai penahanan.

Adanya pranata hukum (rechtsinstituut) penahanan tidaklah dapat
dihilangkan dalam hukum acara pidana. Hal yang diperlukan adalah
mengurangi dampak pranata penahanan terhadap pelanggaran hak asasi
manusia. Pengurangan dampak tersebut dapat dilakukan dengan
menentukan ukuran secara rasional alasan melakukan penahanan serta
dengan cara menciptakan pranata kontrol. Ketentuan Pasal 21 Ayat (1)
KUHAP secara norma tidaklah eksessif atau berlebihan, sehingga sesuai
dengan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Keberadaan Pasal 21 Ayat (1)
KUHAP masih dalam batas rasionalitas yang dapat dibenarkan. Dengan
demikian MK berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal
21 Ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945, tidak beralasan.
Amar putusan inimenyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak untuk
seluruhnya yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk
umum pada hari Rabu, 20 Desember 2006.

Putusan Nomor 023/PUU-1V/2006 tentang pengujian UU
PUPN: Profesi Advokat Bukan Status Sosial

Ketentuan yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 12 ayat (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara (UU PUPN) bertentangan terhadap Pasal
28 huruf | ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Terhadap permohonan tersebut, MK berpendapat bahwa meskipun
ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU PUPN tersebut dinilai berlebihan, tetapi
tidak berarti bahwa ketentuan dimaksud bersifat diskriminatif. Pemohon

mendalilkan perlakuan diskriminatif dimaksud dalam status sosial
sebagai Advokat. MK berpendapat bahwa dalil para Pemohon tidak tepat,
karena profesi advokat/pengacara bukanlah status sosial sebagaimana
didalilkan para Pemohon. Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN yang berisi
larangan menyerahkan urusan piutang negara kepada pengacara
(advokat) karena hal itu oleh undang-undang telah diserahkan kepada
PUPN yang bersifat interdepartemental yang keanggotaannya terdiri dari
pejabat-pejabat pemerintah. Karena itu, perbedaan kewenangan yang
diberikan kepada PUPN dengan hak profesi pengacara/advokat tidak
dapat dibandingkan satu dengan yang lain dan dijadikan ukuran adanya
diskriminasi karena larangan tersebut berlaku juga kepada semua pihak
ketiga di luar advokat/pengacara. Dengan demikian, Pasal 12 Ayat (2)
UU PUPN tidak bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan dinyatakan ditolak.
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada
hari Kamis, 21 Desember 2006.

C. Putusan Pengujian Undang-Undang
yang Menyatakan Permohonan Tidak
Dapat Diterima

Putusan Nomor 017/PUU-III/2005 tentang pengujian
UU MA dan UU KY : Hak Konstitusional Harus
Menyangkut Kepentingan Pemohon

Putusan Nomor 017/PUU-III/2005 merupakan pengujian UU No. 5
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indone-
sia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan UU
No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY). Ketentuan yang
dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 11 ayat 1, Pasal 12 ayat (1),(2),
Pasal 13 ayat (1),(2) dan Pasal 32 ayat (2) UU MA dan Pasal 21, Pasal
22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (3),(4),(5),(6) UU KY yang pada
pokoknya mengatur tentang pengawasan dan penindakkan haki. Amar
putusan ini menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklaard). Putusan ini dibacakan dalam Sidang Pleno
MK pada hari Jumat, 6 Januari 2006.

Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya ketentuan undang-
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undang yang dimohonkan tersebut, pengawasan, dan penindakan atas
perilaku oknum hakim tidak dapat berjalan secara efektif. Oknum hakim
yang melakukan kejahatan yang dilaporkan oleh para Pemohon tidak
diambil tindakan oleh Ketua MA, bahkan dilindungi. Wuijud perlindungan
oleh MA adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran No. 04 Tahun 2002
yang melarang hakim, panitera, dan jurusita memenuhi panggilan
penyidik untuk diperiksa. Tindakan MA mengeluarkan Surat Edaran
tersebut merugikan hak dan kewenangan para Pemohon karena proses
tindakan hukum terhadap oknum hakim tidak dapat berjalan dan malahan
di SP3-kan oleh penyidik. Hal ini dianggap sebagai diskriminasi hukum
dan memperkosa hak para Pemohon yang bertentangan dengan Pasal
27 ayat (1) Jo. Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

MK menyatakan, apa yang didalilkan para Pemohon tentang hak
konstitusional yang disebut dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945, menurut MK tidaklah merupakan hak konstitusional
yang berkaitan dengan undang-undang yang dimohon untuk diuji. Pasal
27 ayat (1) UUD 1945 terkait dengan hak warga negara dan penduduk
yang mempunyai hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan
serta tidak diperkenankan adanya perlakuan yang diskriminatif.
Argumen yang diajukan para Pemohon tentang adanya Surat Edaran
MA Nomor 4 Tahun 2002, yang tidak memperkenankan Hakim,
Panitera, dan Jurusita untuk memenuhi panggilan penyidik atas perkara
yang sedang ditanganinya, sama sekali tidak menyangkut satu hak
konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya UU MA dan UU KY
sepanjang mengenai pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji, yang
keseluruhannya adalah menyangkut pengawasan terhadap hakim, yang
dilakukan baik oleh MA atau oleh Komisi Yudisial.

MK juga berpendapat bahwa terkait dengan kemandirian KY dalam
melakukanwewenangnyayang ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD
1945, para Pemohon tidak dirugikan hak konstitusionalnya. Hak
konstitusional tersebut tidak menyangkut para Pemohon, melainkan
menyangkut pihak lain, sehingga para Pemohon tidak dapat
mendasarkan diri pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 sebagai landasan
untuk mengkonstruksikan adanya hak konstitusional para Pemohon yang
dirugikan, baik secara aktual maupun potensial, yang timbul dalam
hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya UU MA dan
UUKY.

N 1Y

Sidang MK selalu ramai dikunjung masyarakat.

Putusan No. 018/PUU-111/2005 tentang pengujian UU
Perlindungan Anak : Tanggung Jawab Negara dalam
Perlindungan Anak

Pemohon dalam perkara pengujian Pasal 86 UU Perlindungan Anak
terhadap UUD 1945 adalah dr. Ruyandi M. Hutasoit, seorang warga
negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter yang dalam aktivitasnya
sering memberikan dan menyampaikan pelajaran agama, pendidikan
agama, bimbingan agama, penyuluhan agama dan pelayanan
masyarakat umum menurut agama Pemohon (Kristen) kepada orang-
orang yang sudah dewasa dan belum dewasa atau anak-anak yang
dilakukan di depan orang banyak di dalam gereja, tempat-tempat ibadah,
balai/tempat pertemuan umum dan di tempat-tempat pendidikan.

Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh
Pasal 28, Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yaitu kemerdekaan berserikatdan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta kebebasan
memeluk agamadan beribadatmenurutagamanya, sertamemiih pendidikan
dan pengajaran. Selain itu, pemohon juga mendalilkan memiliki hak atas
kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai
dengan hati nuraninya sebagaimanadijamin dalam Pasal 28E ayat (2) UUD
1945.

Pemohon menganggap hak konstitusionalnya tersebut telah
dirugikan oleh berlakunya Pasal 86 UU Perlindungan Anak yang berbunyi

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat,
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rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain
bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga
bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai
dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00
(seratus juta rupiah)”. Karena adanya ketentuan tersebut, Pemohon
khawatir dan tidak bebas dalam menyebarkan agamanya dan juga
berakibat dikuranginya kebebasan beragama dan hak anak untuk
mendapatkan pendidikan.

Dalam putusanini, MK menyatakan bahwa hak konstitusional yang
dimiliki oleh Pemohon tidak memiliki hubungan sebab-akibat (causal
verband) dengan ketentuan Pasal 86 UU Perlindungan Anak. Pasal 86
UU Perlindungan Anak tersebut sama sekali tidak mengurangi hak
konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1)
dan ayat (2) UUD 1945. Sebaliknya, ketentuan sebagaimana yang
termuat dalam Pasal 86 UU Perlindungan Anak tersebut adalah
penegasan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi hak

setiap anak yang belum berakal dan belum mampu bertanggung jawab

dari kemungkinan tipu muslihat,
kebohongan, atau bujukan yang
menyebabkan anak tersebut memilih
agama tertentu bukan atas kesadar—
annya sendiri.

Demikian, unsur-unsur kerugian
hak konstitusional yang dipersyaratkan
oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK tidak
terpenuhi, sehingga Pemohon dinyata—
kan tidak mempunyai kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan
permohonan pengujian Pasal 86 UU
Perlindungan Anak. Putusan ini
diucapkan dalam Sidang Pleno
Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk
umum pada hari Selasa, 17 Januari
2006.
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Putusan Nomor 022/PUU-1I/2005 tentang pengujian UU
Pemasyarakatan: Pemberian Remisi Ada di Ranah
Kewenangan Eksekutif

Pemohon perkara pengujian UU ini adalah Asosiasi Advokat Indo-
nesia mengajukan permohonan pengujian Pasal 14 ayat (1) dan
penjelasannya, serta Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur tentang
pemberian remisi oleh Presiden. Pemohon berpendapat bahwa hal
tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 14
ayat (1) dan ayat (2) karena remisi merupakan bentuk intervensi
kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Padahal, pengadilan merupakan bagian dari kekuasaan yudisial
yang terpisah dari eksekutif/kekuasaan pemerintahan dibawah Presiden.
Dalam pertimbangan putusan ini dinyatakan bahwa kewenangan untuk
mengurangi hukuman (remisi) dapat diberikan kepada cabang kekuasaan
eksekutif. Karena, pengurangan hukuman telah lama dikenal dalam

sistem pemenjaraan, terlebih lagi dalam sistem pemasyarakatan, yang
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Sidang Pleno MK.

keduanya sama-samaterkait dengan lingkup tanggung jawab pemegang
kekuasaan pemerintahan negara.

Dalam persidangan Pemohon temyata tidak tergolong narapidana
dan tidak pula mewakili kepentingan narapidana, oleh karena itu tidak
terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik (khusus)
dan aktual atau potensial. Kalaupun para Pemohon mendalilkan bahwa
organisasi AAK memiliki visi untuk melaksanakan penegakan hukum dan
HAM secara integral dalam arti seluas-luasnya dan berkepentingan agar
UUD 1945 dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, MK menilai
bahwa visi tersebut bersifat terlalu umum, tidak spesifik. Visi AAK
tersebuttidak dapat dijadikan jalan masuk (entry point) untuk membangun
konstruksi hukum sehingga Pemohon seolah-olah mempunyai kerugian
konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau potensial dengan
berlakunya Pasal 14 ayat (1) butir i dan ayat (2) UU Pemasyarakatan,
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UUMK. Oleh karena itu
permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 001/PUU-IV/2006 tentang pengujian
putusan Mahkamah Agung Nomor 01PK/Pilkada/2005:
Mengakhiri Perkara Pilkada Kota Depok

Perkara Nomor 001/PUU-IV/2006 merupakan perkara permohonan
yang diajukan Drs. H. Badrul Kamal, M.M. dan K.H. Syihabuddin Ahmad,
B.A. Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
Kota Depok peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005.
Pemohon mengajukan permohonan pengujian Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung (MA) No.01 PK/PILKADA/2005 dalam kasus
sengketa Pilkada Kota Depok. Amar putusan ini menyatakan permohonan
tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Putusan ini dibacakan
dalam Sidang Pleno MK pada hari Rabu, 25 Januari 2006.

Pemohon membangun konstruksi hukum bahwa putusan MA
Nomor 01/ PK/PILKADA/2005 adalah yurisprudensi dan yurisprudensi
setara atau bahkan lebih tinggi dari undang-undang. Putusan ini
menyatakan bahwa mempersamakan putusan MA dengan
yursiprudensi dan demikian pula menyamakan yurisprudensi dengan
undang-undang adalah pendapat yang tidak tepat. Secara formil
maupun materiil, undang-undang tidak sama dengan yurisprudensi.
Putusan MA adalah putusan peradilan (een judicieele vonnis) yang
termasuk dalam kategori kaidah individual-konkrit (individual and con-
crete norms) dan tidak mengikat secara umum (erga omnes). Putusan

peradilan hanya mengikat para pihak (inter-partes). Putusan MA
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ataupun yurisprudensi bukanlah merupakan peraturan perundang-
undangan yang bersifat umum-abstrak (general and abstract norms).
Kedua jenis norma hukum tersebut tidak dapat dipersamakan satu
dengan yang lain.

Selainitu, tidak semua putusan Mahkamah Agung terus menerus
diikuti oleh putusan pengadilan berikutnya (constante jurisprudentie) dan
menjadi yurisprudensi tetap (vaste jurisprudentie). Kalaupun telah
menjadi yurisprudensi tetap, tidak menjadikannya sebagai obyek
kewenangan MK untuk menguijinya dalam pengertian Pasal 24C ayat
(1)UUD 1945.

Yang dimaksud dengan “Undang-Undang” dalam rangka
penguijian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah undang-undang
sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 UUD 1945 dan Pasal 1 butir 3
UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, yaitu “Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”. Hal
tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3), Pasal 56 ayat
(4) dan ayat (5), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UUMK. Dengan
demikian permohonan Pemohon berada di luar ruang lingkup
kewenangan (onbevoegheid des rechters) Mahkamah Konstitusi.

Selainitu, ketentuan Pasal 51 ayat (3), Pasal 56 ayat (4) dan ayat
(5), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK lebih mempertegas bahwa
yang dimaksud dengan undang-undang yang diuji terhadap UUD 1945

adalah undang-undang sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Dengan
kata lain, MK berpendapat bahwa permohonan a quo tidak termasuk
lingkup kewenangannya dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
(legal standing), sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklaard). Dengan putusan ini, konflik terkait dengan
Pilkada Kota Depok pun berakhir dan kedua belah pihak menerima

putusan MK sebagai putusan yang final dan mengikat.

Putusan Nomor 007/PUU-1V/2006 tentang pengujian UU
KY dan UU MA: Kerugian Akibat Praktik Peradilan
Bukan Kewenangan MK

Pemohon perkara nomor 007/PUU-IVV/2006 adalah FX. Cahyo
Baroto. Menurut pemohon, keberadaan UU MA Pasal 32 ayat (1), (2),
(3), (4), (5) menyangkut kalimat Mahkamah Agung mengawasi tingkah
laku dan perbuatan para hakim”, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1),
(2), Pasal 13 ayat (1), (2), menyangkut kalimat “atas usul Ketua/
Mahkamah Agung”, ketentuan yang demikian telah terjadi benturan
kepentingan dengan UU KY khusus Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) hurufe
dan Pasal 23 ayat (2), (3), (4), (5), (6), dua ketentuan pasal dan ayat
tersebut saling tumpang tindih menyangkut pengawasan, mengakibatkan
kemandirian Komisi Yudisial tidak berfungsi/tidak berjalan efektif,
sehingga tidak sesuai/bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD
1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
MK melihat bahwa kalaupun benar Pemohon telah menderita
kerugian dalam proses peradilan di pengadilan yang berada dalam ruang
lingkup pengawasan Mahkamah Agung, kerugian dimaksud sama sekali
tidak ada hubungannya dengan ketentuan-ketentuan dari kedua undang-
undang yang oleh Pemohon didalilkan bertentangan dengan Pasal 27
ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28l ayat (2), Pasal 28H ayat (4) UUD
1945. Hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana tercantum dalam
Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28l ayat (2), Pasal 28H ayat
(4) UUD 1945, yang dijadikan dasar pengajuan permohonan, sama sekali
tidak dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UUMA dan
UUKY sebagaimana diuraikan di atas, karena tidak terdapat hubungan
kausal (causal verband) antara hak-hak konstitusional dimaksud dan
ketentuan undang-undang yang dimohonkan penguijian. Kalaupun benar

Pemohon menderita kerugian, penyebab kerugian dimaksud bukanlah
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ketentuan-ketentuan dalam kedua undang-undang a quo (UUMA dan
UUKY) melainkan praktik peradilan, di mana terhadap hal ini MK tidak
dapat menilainya.

Pemohon atau kuasa Pemohon, seharusnya paham betul bahwa
kewenangan MK sudah ditentukan oleh UUD 1945 dan UUMK, sehingga
Mahkamah tidak serta-merta dan tanpa dasar menyatakan berwenang
mengadili suatu hal, dalam hal ini Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4
Tahun 2002 yang oleh Pemohon dianggap sebagai sebab timbulnya
kerugian sebagaimana didalilkan Pemohon. Di samping itu, sesuai
dengan asas umum yang berlaku dalam bidang peradilan dimana hakim
pada dasarnya harus pasif, maka tidaklah mungkin bagi Majelis Hakim
untuk secara aktif “mengajari” Pemohon mengkonstruksikan dalil-dalil
permohonannya sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas
kewajiban menasihati yang diatur oleh Pasal 39 ayat (2) UUMK. MK
memutuskan bahwa permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat

diterima
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Putusan Nomor 009/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU
Advokat : Hakikat dan Fungsi Utama Transitional Pro-
vision

Putusan Nomor 009/PUU-IV/2006 merupakan putusan pengujian
Pasal 32 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pemohon
dalam putusan ini adalah A.Wahyu Purwana, S.H., M.H., M. Widhi Datu
Wicaksono, S.H., A. Dhatu Haryo Yudo, S.H. dan Mohammad Sofyan,
S.H. Amar putusan ini menyatakan permohonan tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklaard). Putusan ini dibacakan dalam Sidang Pleno
MK pada hari Rabu 12 Juli 2006.

Pasal 32 ayat (1) UU Advokat, Bab XII Ketentuan Peralihan
berbunyi, “Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan
hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku,
dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang
ini”. Pasal 32 ayat (1) telah merugikan Pemohon | beserta staf karena
Pemohon | tidak dapat memberikan atau mengalihkan pekerjaannya
meskipun hanya memberikan konsultasi hukum kepada orang yang
membutuhkan karena terhalang dengan adanya persamaan kedudukan
antara advokat dengan konsultan hukum.

Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (1) UU
Advokat merupakan Ketentuan Peralihan yang memuat penyesuaian
antara peraturan perundang-undangan yang sudah dengan peraturan

perundang-undangan baru yang mulai berlaku agar dapat berjalan lancar

Pemohon dan kuasa pemohon Pengujian UU Advokat.



dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Ketentuan peralihan
lazimnya memuat asas hukum mengenai hak-hak yang telah diperoleh
sebelumnya (acquired rights atau verkregenrechten) tetap diakui. Di
samping itu, ketentuan peralihan (transitional provision) diperlukan untuk
menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid) bagi kesinambungan hak,
sertamencegah kekosongan hukum (rechtsvacuumy;

Materi muatan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat justru dinilai mengakui
hak-hak advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan
hukum yang telah diangkat sebelumnya dan diakui sebagai advokat
sebagaimana diatur UU Advokat. Pasal 32 ayat (1) UU Advokat bukanlah
ketentuan yang bermaksud menyampuradukkan pengertian advokat,
penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum, melainkan
pengakuan atas status hukum lama ke dalam suatu status hukum baru
menurut UU Advokat. Hal itu menguntungkan bagi mereka yang
sebelumnya tidak berstatus advokat.

Sesuatu yang menguntungkan pihak lain tidak dapat ditafsirkan
dan tidak serta-merta merugikan Pemohon. Bagi seseorang yang belum
mempunyai status tertentu menurut hukum dengan sendirinya harus
tunduk pada semua ketentuan menurut peraturan perundang-undangan
yang baru, dalam hal ini UU Advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal
32ayat (2) UU Advokat. Hal demikian memang merupakan hakikat dan

fungsi utama suatu ketentuan peralihan (transitional provision) dalam

Para Hakim Konstitusi sedang mendengar keterangan Pemohon dalam Sidang Pleno MK.

suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ketentuan
Pasal 32 ayat (1) UU Advokat sama sekali tidak ada hubungan sebab
akibat (causal verband) dengan hak konstitusional sehingga tidak
merugikan hak konstitusional para Pemohon. Dengan demikian para

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Putusan Nomor 010/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU
KPTPK: Kerugian Pemohon Merupakan Kritik atas
Keberadaan dan Kinerja KPK

Pemohon adalah Masyarakat Hukum Indonesia. Pemohon
memohon kepada MK untuk menguiji beberapa pasal dalam UU KPK
yang merupakan pasal jantung dari UU KPK sehingga secara tidak
langsung pemohon memohonkan kepada MK untuk membatalkan UU
KPK secara keseluruhan. Pemohon menganggap tidak mendapatkan
jaminan kepastian dan perlindungan hukum karena peran akiif Pemohon
dalam memberantas tindak pidana korupsi, yang menurut Pemohon
dijamin oleh Pasal 41 UU KPK, yaitu berupa laporan tentang adanya
dugaan tindak pidana korupsi, di antaranya laporan Pemohon kepada
KPK dengan Nomor 10637/PIMP/KPK/2/2006, tanggal 20 Februari 2006,
dalam peristiwa yang dikenal sebagai “SUDIGATE”, ternyata tidak

ditindaklanjuti sama sekali oleh KPK.
Namun Pemohon tidak dapat

menjelaskan kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dalam
kualifikasi sebagai perorangan warga
negara Indonesia sebagai akibat
berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU
KPK yang dimohonkan pengujian. Apa
yang oleh Pemohon dianggap sebagai
kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sesungguhnya lebih tepat
jika dinilai sebagai kritik terhadap
keberadaan maupun kinerja KPK, bukan
terhadap konstitusionalitas UU KPK dalam
konteks pengujian undang-undang.
Perkara ini bukan hanya tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal
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51 ayat (1) UUMK tetapi juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) UUMK. Oleh sebab itu, MK
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet

ontvankelijk verklaard).

Putusan Nomor 011/PUU-IV/2006 tentang pengujian
UU Pengadilan Pajak: “Pengulangan” Pemeriksaan
Perkara Pengadilan Pajak

Pemohon dalam putusan ini adalah wajib pajak yang menganggap
hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU
Pengadilan Pajak. Ketentuan bahwa banding hanya dapat diajukan
apabilajumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima
puluh persen), bukan hanya merugikan dalam bentuk rupiah, tetapi
merupakan ketidakadilan karena membatasi hak wajib pajak melakukan
upaya hukum untuk memperoleh keadilan. Para Pemohon menganggap
Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak, selain bertentangan dengan
UUD 1945 sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 di atas, juga
bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan yang disebut dalam konsiderans UU
Pengadilan Pajak.

MK pernah mempertimbangkan dan memutus permohonan
pengujian Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945
yang termuat dalam Putusan Nomor 004/PUU-I1/2004 yang diucapkan
dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember
2004 yang amarnya berbunyi, “Menyatakan permohonan Pemohon
ditolak”. Dalam Pasal 60 UUMK berbunyi, “Terhadap materi muatan
ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuiji,
tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”. Sementara itu, Pasal 42
ayat (2) PMK 06/PMK/2005 menyatakan, “... permohonan penguijian
UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan
perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan
pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang
menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”.

Oleh karena alasan para Pemohon temyata tidak berbeda dengan
alasan-alasan yang diajukan Pemohon dalam Perkara Nomor 004/PUU-
1112004, sehingga dengan tetap berpegang pada alasan dan
pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan di atas, MK

berpendapat permohonan pengujian Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan
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Pajak terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh para Pemohon tidak

memenuhi syarat-syarat konstitusionalitas.

Putusan Nomor 015/PUU-IV/2006 tentang pengujian
UU Advokat: Tidak ada Kerugian Konstitusional
Pemohon

Permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 32 Ayat
(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
49) yang mengatur tugas dan kewenangan Organisasi Advokat
termasuk pendirian Peradi dan pemilihan pengurus Peradi melalui
konsensus. Hal itu menurut pemohon harus dinyatakan tidak mengikat
secara hukum karena telah melewati waktu dua tahun. Materi muatan
Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat sudah pernah diuji dan diputus oleh
Mahkamah dalam Perkara Nomor 019/PUU-1/2003.

Dalam putusan ini dinyatakan bahwa meskipun Pemohon
memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warga negara In-
donesia dan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C
ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, tetapi tidak ada kaitan antara hak
konstitusional tersebut dengan berlakunya Pasal 32 ayat (3) UU Advokat
dan juga tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon, baik secara

aktual maupun potensial, serta seandainya pun permohonan dikabulkan

Kuasa Pemohon Adnan Buyung Nasution dalam sidang MK.




tidak akan berpengaruh apa pun kepada Pemohon. Oleh karenaitu amar
Putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard). Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pleno

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2006.

Putusan Nomor 020/PUU-1V/2006 tentang pengujian UU
KKR: Hilangnya Obyek Permohonan

Pemohon dalam perkara inimengajukan penguijian terhadap Bagian
Konsiderans; Pasal 1 ayat (1); Pasal 1 ayat (2); dan Pasal 1 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi (KKR). Namun dengan mengingat adanya putusan Perkara
Nomor 006/PUU-IV/2006 yang dibacakan pada hariyang sama sebelum
pembacaan putusan ini yang menyatakan bahwa UU KKR tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memperoleh kekuatan hukum
tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum,
maka permohonan kehilangan objeknya (objectum litis).

Dengan demikian permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklaard) karena undang-undang yang dianggap
merugikan hak konstitusionalnya sudah tidak lagi mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 7 Desember
2006.

merupakan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok
dalam Pilkada Kota Depok Tahun 2005 Pemohon mendalilkan bahwa
KPU Kota Depok sebagai lembaga negara tidak memiliki kewenangan
mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan
Tinggi Jawa Barat Nomor 01/Pilkada/2005/PT.Bdg kepada Mahkamah
Agung.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa sengketa
antara Pemohon dan Termohon bukanlah sengketa kewenangan
konstitusional yang dimaksudkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
dan Pasal 10 ayat (1) hurufb UU MK. Tindakan KPU Kota Depok bukan
berdasarkan kewenangan yang diberikan UUD 1945, tetapi hak yang timbul
karena adanya kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1)
UU Pemda yang memuat tugas dan wewenang KPUD dalam pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga objek sengketa
bukanlah objek sengketa kewenangan konstitusional sebagaimana
ditentukan Pasal 61 UU MK.

KPU Kota Depok merupakan KPUD yang kewenangannyadiberikan
oleh undang-undang, yaitu UU Pemda. Dalam pemilihan kepala daerah
(Pilkada), menurut UU Pemda dan sebagaimanajugadiakuioleh Pemohon,
KPUD bukanlah bagian dari KPU yang dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945.
Dengan demikian, meskipun KPUD adalah lembaganegara, namundalam

penyelenggaraan Pilkada kewenangannya bukanlah kewenangan yang

Ketua MK bersama Nurmahmudi dan Badru

D. Putusan Sengketa
Kewenangan Lembaga
Negara

Putusan Nomor 002/SKLN-I1V/2006,
Bupati/Wakil Bupati Depok terhadap
KPUD Kota Depok : Kewenangan
KPUD Bukanlah Kewenangan yang
Diberikan UUD 1945

Putusan Nomor 002/SKLN-1V/2006
merupakan putusan perkara Sengketa Ke—
wenangan Lembaga Negara yang diajukan oleh
Bupati/Wakil Bupati Depok terhadap Komisi

Pemilihan Umum Kota Depok. Pemohon juga




diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sebagaimana dimaksud dalam UUD
1945dan UU MK.

Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pengajuan
Peninjauan Kembali oleh KPU Kota Depok adalah bukan kewenangan
yang diberikan oleh Pasal 66 UU Pemda, MK berpendapat harus
dibedakan antara kewenangan dan hak yang lahir dari hukum acara.
Pengajuan peninjauan kembali memang bukan kewenangan organik KPU
Kota Depok. Namu hal itu melainkan hak untuk mendapatkan keadilan
dalam proses peradilan, sebagaimana setiap subjek hukum memiliki
kebebasan untuk mencari dan mendapatkan keadilan. Dengan demikian,
diajukannya permohonan peninjauan kembali tidak dapat dikonstruksikan
sebagai dasar untuk menentukan ada tidaknya sengketa kewenangan
konstitusional antar lembaga negara. Amar putusan ini menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
Putusan ini dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada
Rabu, 25 Januari 2006.

Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006, Bupati/Wakil
Bupato Bekasi terhadap Presiden, Menteri
Dalam Negeri, dan DPRD Kabupaten Bekasi:
Prinsip AContrario Actus Haruslah Diterapkan Secara
Terbatas

Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 merupakan Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara Bupati/Wakil Bupati Bekasi terhadap
Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, dan DPRD Kabupaten Bekasi
terkait dengan diberhentikan Drs. H. M. Saleh Manaf dan Drs. Solihin
Sari (Bupati/Wakil Bupati Bekasi) dari jabatannya oleh Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) dan tindakan DPRD Bekasi menetapkan Keputusan
DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 06/KEP/172.2-DPRD/2006 bertanggal
28 Februari 2006 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi
terhadap ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2006. Amar putusan ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard). Putusan ini dibacakan dalam
Sidang Pleno MK pada Rabu, 12 Juli 2006.

Saleh Manaf dan Solihin Sari menilai bahwa tindakan Mendagri,

yaitu memberhentikan mereka dari jabatan BupatiAVakil Bupati Bekasi
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merupakan tindakan yang melampaui kewenangan (ultra vires)
sebagaimana ditentukan dalam konstitusi karena tindakan tersebut
nyata-nyata dilakukan tanpa melalui mekanisme pemberhentian yang
sah sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan
bahwa Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah dipilih secara
demokratis. Pemilihan dimaksud pada waktu itu mengacu kepada
mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun
1999, yang dilaksanakan oleh DPRD. Menurut mereka, berdasarkan
prinsip a contrario actus (pembatalan suatu tindakan hukum harus
dilakukan menurut cara dan oleh badan yang sama dalam
pembentukannya) yang berlaku universal dalam ilmu hukum, maka
yang berwenang memberhentikan Kepala Daerah adalah DPRD. Hal
ini terkait pula dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal
29 s.d. Pasal 32 UU Nomor 32 Tahun 2004 (UU Pemda) mengatur
keterlibatan DPRD dalam pemberhentian kepala daerah.

Dalam putusannya, MK berpendapat prinsip a contrario actus
haruslah diterapkan secara terbatas, yaitu pada saat melakukan
penafsiran terhadap ketentuan yang tidak secara jelas mengatur
tentang tata cara pemberhentian kepala daerah. Di samping itu, Pasal
18 ayat (4) memang nyata-nyata dimaksudkan sebagai norma tentang
tata cara pemilihan saja dan tidak mengatur tentang pemberhentian
Gubernur, Bupati, dan Walikota. Ketentuan yang mengatur alasan
dan tata cara pemberhentian kepala pemerintah daerah diserahkan
kepada pengaturan undang-undang. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945
menjadi salah satu dasar hukum pembentukan UU Pemda yang
berkaitan dengan tata cara pemilihan kepala pemerintah daerah,
namun bukan satu-satunya dasar hukum untuk menentukan alasan
pemberhentian kepala pemerintah daerah. Di samping pemberhentian
dengan cara demokratis yang melibatkan DPRD, undang-undang
secara demokratis dapat menambahkan cara lainnya yang
mempunyai alasan yang rasional dan konstitusional, yaitu Pasal 18
ayat (7) UUD 1945, untuk memberhentikan kepala pemerintah daerah
sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004.
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Hingga tahun 2006, diantara empat kewenangan dan satu
kewajiban MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang
telah dijalankan berdasarkan permohonan yang diterima adalah menguji
undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilu. Sedangkan wewenang lain dan
kewajiban MK belum dijalankan karena memang belum ada permohonan,
yakni memutus pembubaran partai politik, dan memberi putusan atas
pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden menurut UUD. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan
wewenang yang dimiliki, MK telah mengeluarkan beberapa Peraturan
Mahkamah Konstitusi (PMK) yang dijadikan pedoman dan rujukan dalam
menjalankan wewenang dan kewajiban MK yang terkait dengan pedoman
beracara, tata tertib persidangan, dan kode etik dan perilaku hakim
konstitusi.

Kunjungan MK Kambodja ke MK, 10 Oktober 2006.

Pada masa pengabdian hakim konstitusi periode pertama ini (2003-
2006) telah menunjukkan kinerja yang baik. Tolok ukurnya, di saat usia
MK RI belum genap tiga tahun, tetapi telah mampu melaksanakan
kewenangan dan kewajibannya berdasarkan permohonan yang diajukan
para pemohon dan perkara yang diputus merupakan persoalan yang
strategis bagi perjalanan bangsa dan negara ke depan. Misalnya, putusan
tentang Perpu Terorisme, putusan yang mengembalikan hak politik
mantan anggota PKI, putusan sengketa Pemilu Legislatif dan Pilpres
2004, putusan pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan
sebagainya.
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Hakim Konstitusi Soedarsono, S.H.
sebagai keynote speaker dalam bedah
buku Mahkamah Konstitusi Sebagai
Pengawal Demokrasi, Penyelesaian
Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh
Mahkamah Konstitusi.

Pada 18 Agustus 2006,
para hakim konstitusi kembali
melaksanakan Pemilihan Ketua
dan Wakil Ketua MK karena
berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU
No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, masa bakti
Ketua MK dan Wakil Ketua MK
adalah 3 tahun. Dengan demiki—
an, masa bakti Ketua MK Prof. Dr.
Jimly Asshiddigie, S.H. dan Wakil
Ketua MK RI Prof. Dr. H.M. Laica
Marzuki, S.H. periode 2003-2006
telah berakhir. Namun, setelah

melalui tata cara pemilihan yang
demokratis serta terbuka untuk umum, keduanya terpilih kembali sebagai
Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2006-2009.

Selain menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya sehari-hari, para
hakim konstitusi pun terlibat secara intensif dalam kegiatan lain seperti
upaya penyebarluasan informasi mengenai tugas, wewenang, dan
kewajiban MK ke segenap lapisan masyarakat, menjalin kerjasama
antarlembaga hingga ke luar negeri dengan mengunjungi MK negara
lain ataupun mengikuti berbagai konferensi internasional dengan para
hakim konstitusi dari berbagai negara, serta turut berupaya
mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penulisan dan penerbitan
buku-buku.

% Hakim Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshiﬂdiqie, S.H. sedang mengucapkan
sumpah sebagai Ketua MK periode 2,506—2009.
!
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Hakim Konstitusi Prof. Mukthie Fadjar,
S.H., M.S memberikan keynote speech
dalam bedah buku Hukum Konstitusi
dan Mahkamah Konstitusi.

KinerjaJustisial

Para hakim konstitusi melaksanakan tugas pokok Mahkamah, yaitu

menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang telah
tercatat dalam Buku Registrasi Perkara.

Ketika suatu perkara masih memasuki proses Pemeriksaan
Pendahuluan, dibentuk Panel Hakim yang terdiri atas tiga orang hakim.
Selama 2006, Panel Hakim yang dibentuk adalah 31 sesuai dengan
jumlah perkara yang diregistrasi. Apabila syarat-syarat permohonan telah
dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana diatur dalam hukum acara
MK, proses berikutnya adalah pemeriksaan substansi permohonan
melalui sidang pleno yang dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi.
Namun demikian, dalam keadaan luar biasa, sidang pleno dapat
dilangsungkan dengan dihadiri tujuh orang hakim.

Di sela-sela proses pemeriksaan perkara hingga pengucapan
putusan, para hakim konstitusi menggelar Rapat Permusyawaratan
Hakim (RPH) yang berlangsung secara tertutup dan rahasia. Selama

Hakim Konstitusi Dr. Harjono, S.H., MCL tengah berdisk
dalam kunjungan ke Institut Hans Kelsen, Austria.

Wakil Ketua MK Prof. Dr. M. Laica Marzuki, S. ;
bedah buku karyanya!

tahun 2006 RPH telah dilaksanakan sebanyak 261 kali. Di dalam proses
ini, antara satu hakim dengan hakim yang lain bebas berdebat serta
mengeluarkan berbagai argumentasi hukum yang pada akhirnya
bermuara pada suatu putusan. Bahkan sengitnya adu argumentasi
tersebut terkadang membuat suasana RPH yang dingin ber-AC terasa
gerah menyengat. Oleh sebab itu, gebrak meja pun tak diharamkan bagi
para hakim yang tengah berdebat. Jika kesepakatan pendapat para
hakim dalam RPH tak tercapai, maka di antara para hakim itu dapat
membuat suatu dissenting opinion (pendapat berbeda) dalam putusan.
Hakim konstitusi juga dapat mengeluarkan concuring opinion
(pertimbangan berbeda). Dissenting opinion adalah pendapat berbeda
hakim tertentu, baik dalam pertimbangan maupun putusan. Sedangkan
concuring opinion adalah pertimbangan berbeda dari hakim tertentu

walaupun putusannya sama.

Sosialisasi Tugas dan Wewenang MK

Para hakim konstitusi juga berperan aktif dalam upaya
menyosialisasikan UUD 1945 dan MK ke berbagai kalangan masyarakat
Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kegiatan ini
terwujud dalam beragam bentuk seperti temu wicara atau menjadi
narasumber dalam berbagai seminar atau perkuliahan. Bahkan setiap
hari Selasa pukul 17.00 — 18.00 WIB, secara bergantian setiap hakim
konstitusi mengisi program Forum Konstitusi di Radio Republik Indone-
sia (RRI) yang di dalamnya membahas berbagai persoalan konstitusi
disertai komunikasi dan interaksi udara secara langsung bersama para

pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air.
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Aktivitas Internasional

Tak hanya beraktivitas di dalam negeri, di sela-sela tugas
konstitusionalnya sekaligus dalam rangka sosialisasi UUD 1945 dan MK,
pada 14 s.d. 20 Mei 2006, hakim konstitusi Dr. Harjono, S.H., MCL
menghadiri 14th Annual International Judicial Conference di Praha,
Republik Ceko yang diselenggarakan oleh MK setempat. Dalam
rangkaian kegiatan itu, hakim konstitusi Harjono juga berkunjung ke
Mahkamah Konstitusi Austria, lalu ke Hans Kelsen Foundation dan
bertatap muka dengan warga negara Indonesia yang menetap di VVienna,
Austria.

Juga pada 29 dan 30 November 2006, hakim konstitusi Dr. Harjono,
S.H., MCL dan Maruarar Siahaan, S.H. menghadiri Fourth Conference
of Asian Constitutional Court Judges yang diselenggarakan oleh Supreme
Court Republic of The Philippines bekerja sama dengan Konrad Adenaur
Stiftung di Manila, Philipina. Pada kesempatan tersebut, hakim konstitusi
Harjono menyampaikan makalah bertema Constitutional State and Reli-
gious Society — a Contradiction? Sedangkan hakim konstitusi Maruarar
Siahaan mempresentasikan makalah bertema Recent Developments and
Important Decisions in Constitutional Matters in Asia.

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Upaya mewujudkan salah satu misi MK untuk membangun
konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi tak hanya
terbatas pada kegiatan sosialisasi secara lisan dan bertatap muka saja,
melainkan juga melalui penulisan dan penerbitan karya tulis para hakim
konstitusi berupa buku-buku tentang konstitusi dan ketatanegaraan In-
donesia. Secara umum, kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa dan membuka cakrawala berpikir
masyarakat Indonesia, khususnya tentang konstitusi dan hukum

ketatanegaraan. Secara khusus, tujuan para Hakim Konstitusi menulis
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Hakim Konstitusi Letjen (Purn.) A:-Roestandi, S.H. sebagai keynote
speaker acara Bedah Buku Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab.
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Buku di FH UGM. i

dan menerbitkan buku adalah untuk lebih memperkenalkan MK sebagai
lembaga negara baru, termasuk kewenangan dan kewajiban yang dimiliki
MK serta sebagai upaya untuk memperkaya wacana konstitusi dan
ketatanegaraan pasca perubahan UUD 1945. Disamping itu, kegiatan
penulisan dan penerbitan buku tersebut juga dimaksudkan sebagai wujud
kepedulian para hakim Konstitusi dalam menghidupkan tradisi akademis
melalui karya tulis (buku).

Tahun ini, MK beberapa kali menyelenggarakan launching dan
bedah buku karya para hakim konstitusi. Misalnya, pada bulan April 2006,
Ketua MK meluncurkan buku biografi “Setengah Abad Prof. Dr. Jimly
Asshiddigie, S.H.”. Pada saat peringatan ulang tahun MK yang ketiga
pada Agustus 2006, MK menyelenggarakan pula serangkaian acara
peluncuran buku dan bedah buku, antara lain, peluncuran buku 3 Tahun
MK Menegakkan Negara Hukum yang Demokratis dan sepuluh buku
karya Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S. H., Berjalan-jalan di Ranah Hukum
karya Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Mahkamah Konstitusi dalam
Tanya Jawab karya Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H.,
Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi, Penyelesaian
Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi karya
Soedarsono, S. H., Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi karya
Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., serta pada bulan September 2006,
di Universitas Sriwijaya Palem—
bang, Prof. H.A.S. Natabaya,
S.H., LLM meluncurkan buku
Sistem Peraturan Perundang-
undangan Indonesia. Selain itu,
Maruarar Siahaan, S.H. juga
mengeluarkan buku berjudul:
Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia.

seminar  Sistem
ndangan Indo-

ang.
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mengeral segala kegiatan yang berkaitan dengen perkara dan tuges-
tugas administrasi, MK mentradisikan penyusunan Laporan Talunan
seloagai salsh satu bentuk pertancgungjemalcen kepada publik. Tradisi
ini telah berlangsung dari tahn pertans berdirinya MK pada 2003 yarg
menjadikan Laparan Talunen 2006 ini adalah kali yang keampat tradisi

Prinsip akuntabilitas sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 24 Talun 2003 tentang MK menjadi dasar penyusunan
menilai kinerja MK dan agar MK dapat bercermin dari pelaksanaan
kegiatan talin lalu demi peningkatan profesianalise pada mesa yang
mengoapal sukses.

Laporen talunen ind merengkum seluruh kegiatan yeng dilakukan
MK selama satu talim. Kegiatan-kegiatan yang disampaikan dalam
laporan ini adalah keseluruhan program yang berkaitan dengan
pelaksansan wewenang MK dan tugas-tugas administrasi yang dilakukan
oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK dalam 1lingkup

Berdasarkan tahapen program kerja yarg telah disusun, peda 2006

Pengantar
Sekretaris Jenderal

Mahkamah Konstitusi RI

ini adalsh tahapsn untuk mencapad. tahap profesiaalisre. Tujuen akhir
tahepen program kerja ini adalah terwurjudnya peryelengoaraan tuges
administratif oleh jajaran Sekretariat Jenderal dan Kepaniterasn MK
secara profesional dengan didukung sistem dan peralatan yang mod-
em. Dalam rangka mencapai tujuan itu, kini sedang dilaksanakan
leragam program dan kegiatan. Program terseout di antaranya adalah
peambangunan gedung, pengadaan barang dan jasa, parouatan sistem
informasi yang berkaitan dengen pelaksansan tugas dan kerja sehardi-
hari seperti case management system (QMS), sistem informasi
kepegawaian, sistem informasi perpustakaan, sistem informasi
ketangen, den sebegainya. Selain program yarg menbewa hasil secara
materiil atau fisik, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK
melsksanskan kegiatan-kegiatan dalam rancka meningkatkan kepasitas
dan peralatan yang telah dibengun secara modem.

Dokumentasi kegiatan MK selama talun 2006 dalam laporan
talunan ini adalah upaya untuk mencatat dan merekam jejak MK yang
tidek terlepas dari kelamshan dan kekuranggn. Untuk itulah, sarandan
masukan dari semia pihak tetap selalu diharapkan demi periaikan di
masa mendatang.

Jakarta, 31 Desarber 2006

Jaredijri M. Gaffar



Sambutan Panitera
Mahkamah Konstitusi RT

erjalanan Kepaniteraan dalam marcerikan dukuncgen administrasi
justisial kepada MK talum 2006, khususiya dalam hal penerimaan
permohonan perkara, proses persidangan, mendampingi Hakim
Konstitusi dalam membuat putusan, menyanmpaikan putusan kepada
pihak-pihak hingga pemuatan putusan tertentu dalam Berita Negara
Republik Indoesia, telah terekam secara baik dan rinci dalam buki
Laporan Tahiman Talim 2006 ini. Pelaksanaan tugas-tugas terseout
terkait erat dengen proses peradilan di bidang ketatanegaraan dalam
rancka mengawel kanstitusi Republik Indoesia.

Berdasarkan hasil evaluasi panyelengoaraan sistem peradilan MK
pach tahin 2006, Kepaniteraan dalam upaya manpertaiki kinerja seluruh
jajaran pada tahim 2007 telah dilakukan dengen menerapkan berbecai
program dan kegiatan, di antaranya dengan mengadakan pelatihan
Manajemen Perkara (Case Managemen System) berbasis Teknologi
Informesi, hingge penyempurmasan penberian pelayanan prima kepada
pdblik. Kinerja Kepaniterasn pada talun 2006 telah cukup meningkat
meski harus diakui di sana-sini masih terdapat kekurangan. Semua
keloerhasilan tersdout tentu tidak lepas dard binbingen dan arahan
Pimpinen den Hakim Kanstitusi serta kerja same yeng baik dard selurth
jajaran Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, bahkan juga dukungen
stakeholder MK-RI yang telah bersama-sama berusaha menempatkan
Mahkameh Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang modern dan
terpercaya di tengeh-tengeh nmesyarakat .

Sepanjang talin 2006, MK menering 31 permohonan yang terdiri
dari 27 perkara pergujian undeng-undang (PU) dan 4 perkara Sengketa
Kewenangen Lemboaga Negara (SKIN) . Selain itu, terdapat 9 perkara
PUU dan 1 SKIN sisa talim 2005. Sehingga keseluruhan perkara yang
diperiksa paca talim 2006 adalsh 41 perkara dengen total perkara PUJ
sebaryak 36 perkara dan perkara SKIN sebanyak 5 perkara. Dari 41
perkara terssaut yarg telsh diputus adalsh 32 perkara yarg terdivi dard
29 perkara PUU dan 3 perkara SKIN. Dengen demikian masih terdapat
sisa 9 perkara yang terdiri dari 7 perkara PUU dan 2 perkara SKIN.
Keselumuihen sisa perkara tersdaut adalsh perkara-perkara yarg diterina
dan diregistrasi akhir September sampai dengan Desenber 2006.

Penancanan perkara tersebut dilakikan dengen proses sederhana dan
cepat. Hal tersebut dapat ditelusuri baik dalamhal jangka waktu

peryelesaian maupun dalam hal jumlah sidang yang diselenggara-
kaya.

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kepani teraan tidek mrgkin
terjedi tarpa adarya kerja sama yarg baik dard selunih Jjajaran Sekretariat
Jernderal dan Kepaniteraan serta binbingsn dan arahen dard Pinpinen
den Hekim Kanstitusi . Oleh karara itu, Kranya tepar denpeda tanpatrya
apabila Panitera selaku pimpinan Kepaniteraan menyampaikan terima
kasih dan penghargaan yarng sebesar-besamya kepada Pinpinan, Hakim
Knstitusi, Sekretaris Janderal, seluruh jajaren Kepaniteraan, serta
berbagai mitra kerja yang telah menduking MK selama ini, disertai
iringen doa semoga menjadi amalan yang baik bagi mesing-masing.

Kami menyadari masih banyak kekurangan yang terjadi dalam
menberikan pelayarnen dan dukurngen administrasi justisial dalam rarngka
kepada mesyarakat secara unm. Oleh karena itu, dengen tulus ikhlas
mohon dibukakan pintu meaf yeng seluas-luasnya, sehingga segala
kekurangen tersehut akan menjadi. kehen introspeksi dan evaluasi begi
kami dalammelskuken tuges-tuges admninistrasi justisial yeng ldoihbaik
peda tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, 31 Desenber 2006

Aled Fadlil Sumedi



Inistrasi Umum SJustisial

Sﬂc{etariat Jerderal dan Kepaniteraan MK mernupakan orcanisasi
yarg bertugas menberikan dukingen administratif kepada para hakim
kanstitusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undarg-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang mernyatakan: “Untuk
kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangrya, MK dibantu oleh
seloush Sekretariat Janderal den Kepaniteraan.”

Sebagail organisasi pendukung tugas dan wewenang MK,
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan merumuskan program kerja
reguler dalam rapet kerja yarng diselenggarakan peda akhir tahin untuk
dilaksanakan pada tahin berikutmya. Partyusunan dan pelaksansan pro-
gramkerja itunerupekan coerasianlisasi dard visi ceanmisi serta cetak
biru MK. Dengan melaksanakan program kerja yang disusun secara
reguler, selain dapat menmperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang
MK, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan juga diharepkan dapat
merealisasikan cita-cita MK sebagai lembaga pelaku kekuasaan
kehakimen yang moderm dan terpercaya secara bertahap.

Sebagai organisasi yang bertugas memberikan dukungan admin-
istratif, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan juga mamoerikan
pelayanan secara optimal kepada masyarakat mulai dari perberian
informasi mengenai MK hingga proses berperkara di MK. Pelayanan
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan kepada masyarakat
mengutamekan kecepatan, ketepatan, dan kesederhanaan. Hal ini
diluktikan dengen ringkasnya prosedur birdkrasi, parberian informesi
dan saran bagi yang belum memerihi persyaratan, dan tidak adanya

Pengumuman upaya mewujudkan MK sebagai
peradilan bersih di lobi gedung MK=

pungutan biaya legi pemchon.

Bagi siapapun yang hendak berperkara di MK, selain dapat
mengantarkan permchonammya secara langsung ke MK, juga bisa
dilakukan dengen mendaftarkan permohonarrya melalui fasilitas
internet. Dilayaninya pendaftaran melalui internet karena MK
mengakamnodir kecanggihan teknologi yang dapat menbantu pekerjaan
merusia secara ogpat dan sederhana.

Dengen proses berperkara yang mudsh serta diduking oleh sistem
yang moder, diharepken kepercayean (trust) mesyarakat terhadap MK
kian wektu kian meningkat . Indikasi tingkat kepercayasn mesyarakat
terhadap MK dapat dilihat salah satunya dardi jumlah permohonen yarng
diterima. Kepercayaan masyarakat terhadap MK bahkan terkadang
ercanpur dengen harapen (ekspektasi) yang berlebihan. Tidsk sedikit
pamchon mengajukan perkara yang sebenantya i luar kewenangan MK,
seperti pengpdiien kanstitusianal (canstitutiamal anplaint) . Gkup
disayangkan belwa pengaduan tersebut tidak dapat ditindsklanjuti
karena di luar kewenangen MK.

Mewujudkan Lembaga Peradilan
yang Modern
Menjelang medio tahap pelayanan (2006-2007) yarng dicananckan,
Sekretariat Jenderal dan Kepani teraan MK terus menccbe menciptaken
pelayanan prima dan profesiconal dalam wujud pelayanan yang ransh,
terbuka, dan modern kepada pemencku kepentingan (stake holder) ,
khususnya warga masyarakat . Berbagai upaya dilakukan untuk
memodemisasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas,
tranparansi, dan akuntabilitas layarnen MK. Salah satu upsyarya adalah
penggunean teknologi infarmesi dan kanmnikasi yang tepat guna.
Kemejuan teknologi informesi dan kommikasi atau yang sering
disebut Infamatian Cainicatian Tecliology (ICT) pada klimeksryya
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marentu institusi dalammenciptakan efisiensi kerja, mampermidsh
birckrasi, mengubah budaya kerja, meningkatkan kehidupen sosial
mesyarakat, meningkatkan mitu pelayansn, dan yerg terpenting adalah
dapat menmnjang core business institusi tersebut . Dengan demikian,
teknologi ICT dapet dijadiken instrumenkegi perjalanen roda institusi




Fasilitas pendaftaran perkara secara online melalui laman MK.

untuk menciptakan good governance.

Kesadaran akan pentingnya teknologi ICT dalam institusi
parerintalan telah mendorayy pemerintah untuk mengeluarkan Instruksi
Presiden No. 3 Talun 2003 tentang Kebijakan den Strategi Nasicnal
dalam Pengembangan e-goverrment .

E-govenment adalah penggunean teknologi. ICT seoagpi alat untuk
tujennenirgetkenefisiensi, efektifitas, trangearansi, dnakntabilitas
layanan pemerintahan. Penerapan teknologi ICT dalam institusi
parerintahan dapat memberikan menfaat strategis seperti menduking
kelancaren kerja intermal parerintahan; meningkatkan mitu layanan
untuk masyarakat guna memeruhi agenda peningkatan tingkat-hidup
masyarakat ; mempercepat respon dan pengambilan kebijakan;
menmpermudah akses terhadap informasi yang dibutuhkan; me-
nyederhanakan proses; dan mamininelisir biaya operasi .

Konsep e-government pada akhirnya menuntut beberapa
perucshen paradigre, ssperti office autamatitian, decaitralized process-
1ng, service ariatted processing, kowledhe basad society dan think glo-
bally act locally. Penerapen e-govenment berarti beralilmya proses
pengaturan roda parerintahan merwal menjadi otaratisasi di semua
bidang yang saling tertuoung (terkoneksi) , pengelolaan secara
terdistribusi, dan pengelolaan berbasis layanan, serta pengenbilan
keboijakan yarg efisien dan efektif berbasis infamesi.

Menyadari hal itu MK yang mengusung misi sebagai salah satu
pelaku kekuasaaan kehakiman yang modern dan terpercaya telah
mengupayakan kerjasarme dengen Badan Pusat Statistik (BPS), yarg

merupakan instansi pemerintah yang telah mendapatkan kepercayaan
dari masyarakat dalam penerapan teknologi ICT, dengan
keberhasi larmya mendapatkan e-govenment Anard. Dengen kerjasama
ini, diharapkan ICT di MK dapat dicapai, dan pengartendgen e-govern-
ment dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Adapun kerjasama yang diupayakan antara lain solusi
pengembangan sistem informasi dan teknologi ICT mencakup
perancangan platform ICT seperti infrastruktur (networking) dan
perarckat lunek (software) yerg tepat gura, peryedisan layenen dasar
institusi, aplikasi dan aantent untuk pengelolaan core business MK.
Terkait dengen itu akan divpayeken pula solusi bertasis goen sance,
selagai usaha untuk menekan biaya baik di saat pengenoangan meupun
Cperasiaal dengen tarpa mergurargi kualitas aplikasi.

Dengen demikian, diharapkan sistem ICT MK secara berkala dapat
terus dikembangkan menjadi aplikasi sistem informasi yang selalu
mutakhir. Tenturya perubahan ini memerlukan proses sosialisasi
sehingga pemenfaatan fasiltas yarng disediakan di dalamya menjadi
efektif untuk digunakan di lingkungan MK, maupun untuk dipahami
stakapldersya, Knususyamesyarakat . Sehingop efisiansi, efektifitas,
transparansi, dan akintabilitas layenan MK kepada mesyarakat dapat
terjanin.

2plikasi sistem informesi MK seoegai inplarentasi e-govenmat
terdiri dari beberapa modul . Di antararya adalah modul Case Manage-
ment System (QVS) yaitu merm untuk intermal dan meru untuk perkara
anline; modul sistem informesi kepegawaian; modul sistem informesi
disposisi elektranik; modil sistem infamesi perpustakaan; modil sistem
dokumentasi peraturan perundangan; modul sistem informasi
perencanaan dan pengeluaran; dan modul content management sys-
tem.

Terkait dengan hal itu, sejak awal keberadaan MK, penggunaan
laren (website) www.nehkenelkanstitusi.go. id telsh digurskan sdoagai
secara mudah dan murah mendapatkan berbagai informasi baik
mengerai perkara yarg sedang disidarngken di MK, risalsh persidergen,
putusan MK, tanya jaweb kanstitusi, meupoun berita-berita berkenaan
dengen sidang dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakikan MK, termasuk
pula pergadean barang dan jasa di lingkungen MK.
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Saat ini lamen MK telah memiliki bardvidth seboesar 256 KB. Bard-
width itu rencananya akan ditingkatkan menjadi 512 KB-1VB pada talin
2007. Hal ini disebsalden barndidth tersaaut aken diguneken pula untuk
telephary dan telecanferarce.

Pada 11 Agustus 2006, MK telah pula menddorak konservatisme
hukim acara persidangen di Indmnesia dengen meluncurkan Case Man-
agement Systams untuk permohanan pengujian undang-undang terhadsp
UD 1945 secara anline (melalui lamen) . Setiap saat, di menapun,
kapanpun, pihak yang menganggap hak atau kewenangan konsti—
tusiaalnya dinugikan oleh berlakirnya undeng-undeng dapst mencajukan
permohonan pengu]jian undang-undang tersaout terhadap UID 1945.

Pada dasarmya aplikasi sistem informasi menajemen perkara
(SIMEKAR) yarg dicanangkan oleh MK tersebut merupakan aplikasi
beriasis work flowdengen teknologi client server, yang memrnokinkan
masyarakat mengajukan permohonan perkara secara online maupun
offline, serta mengetahui perkenbangen proses pemitusan perkara
layanan akses dokumen sehingga memudahkan publikasi dokumen.

Tata Cara Pendaftaran Permohonan Secara Online

Setelah pengujian undang-undang terhadap UD 1945, untuk
selarjutya selurth jenis perkara akenmilai ditangeni dencen SIVEKER.
Perkara-perkara terseout antara lain: sengketa kewenangen lariaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; pemoubaran
DR kelwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,

tercela, dan/atau tidek lagi mameruhi syarat seoacai
Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana
dimaksud dalam UUD 1945.

Selain laman, modernisasi yang dilakukan

berhubungan dengen penyelenggaraan infrastruktur

dalam gedung baru MK yang rencananya pada per—

tengahen 2007 dapst secgera digunskan. Hal ini dilakiken
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untuk melengkapi dan mendukung tugas-tugas kesehari-
an MK.

Pembangunan geding MK baru yang beralamat di
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta didasard belum
tersedianya gedung untuk berkantormya MK dalam
menjalankan tugas-tugasiya. Selans ini MK mencgouna—
kan geding bekas departenen peneranden (Jalan Medan
Merdeka No. 7 Jekarta) yang tidsk representatif untuk
menyelenggaraakan tugas dan wewenang MK sebagai

Pada halamen depen geding tidak akan dibuatkan
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pagar permanen, cukup dengan padgar tanaman agar berwawasan
lingkungen sesuad Perda IKT Jekarta. Hal ini juga dami nilai estetika,
sehingga dengan keasrian, suasana yang hijau dapat menambah
kenyamenan pengunjung.

Gedurng MK yang baru diniatkan tidek harya menjadi kantor MK,
tetapi jup akenmerjedi pusat studi hukm, Kususya hikum tata necpra.
Sebagai pusat studi, meka akan menjadi pusat informasi hukum dan
ketatanecarean yarg aken dilengkapi dencen fasilitas perpustakean mod-
em hikum den ketatanecprean terlengkap di Asia. Selain itugedung aken
meryediskan fasilitas ruencen begi lanbega mesyarakat yang berperkara
den para wartawen, baik cetak maupun elektranik.

Pada 2006, dalam rangka pemengunan geding berlantai 17 ini,
sebegian mekanikal, jaringen IT gedung, landscape, dan pengadaan
mebel. Pada pertengahen 2007 pekerjaan terseout akan diselesaikan.

Selain perguatan modemisasi infrastruktur gedung, nilai rasa
pencitraan juga harus dipentingkan. Kansepsi desain arsitekiur akan
mengarah pada pencitraan sebuah bangunan yang mencerminkan pi-
lar-pilar kererdirian hekim sebegai pengewal  kanstitusi yarg tertuka
den raneh. Visuel sanbilanpilar (sesuai dengen jumlah hekimkanstitusi)
menggentoarkan kemendirian para hakim kanstitusi dalam menjalankan
tugasnya. Bangunan depen yang dilengkapi kubeh besar melanoangken
persidangen yarng terouka dengen ruancen sideng di dalamya bercivikan
budaya rusantara.

Secara khusus kehadiran karya seni dalam geding MK adalah
sebagai upaya mamberikan sentuhan artistik lintas peradaloan; mem-
lengun citra; membengun dan meningkatkan cita rasa atau pengalanen
estetik pengamat; dan menciptakan suasana dan peehamen kultural .
Penganbilan tema “wawasan budaya nusantara” dapat terlihat dari
entuk desain setiap ruangen yang dicrgenisasikan dalam tata ruang
yang seimbang dan terpadu dalam performance gedung MK. Dengan

Mewujudkan Lembaga Peradilan
yang Terpercaya

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, MK sejak
awal bertekad untuk menjadi lembaga peradilan konstitusi yang
terpercaya. Hal itu takbisa dilepaskan dard posisi MK soegai lattaca

negara di mana kinerjanya cukup menentukan bagi perkembangan
kehidipan rekyat baryak. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan MK melakukan langkah-langkah yang mengarah pada
tercapainya cita-cita itu, di antararnya dengen mernyanpaikan laporan
baik kepada masyarakat umm maupun instansi terkait serta dengan
meningkatkan pelayansn dan profesianalitas pegawai .

Penyampaian Laporan
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan secara intensi f marberikan
laparan kepeda mesyarakat baik menyargkut kinerja yang terkait dengen
kewenangen hakim kanstitusi meupun kinerja pegewai. Setiap kali MK
= .-
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Publikasi Putusan MK di berbagai media cetak nasional.
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mengeluarkan putusan, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
meryebarluaskan naskah putusan tersebout dalambentuk iklan di enam
surat kalar harian yaitu Koran Tenpo, Republika, Media Indanesia,
Seputar Irdanesia, Rekyat Merdeka, den Suara Karya serta dua mejalash
vakni ILegislatif dan Trust. Selain dissoarluaskan melalui media massa
umm, putusan-putusan MK juga dimuat di media internal MK dan
disebarkan dalam bentuk Iouku.

Iebih dard itu, untuk memeruhi keingintahien mesyarakat terhadap
MK, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan telah memengun lamen
dengen alamat www.mehkanmehkanstitusi.go.id, menerbitkan majalah
Konstitusi dan jumal Kanstitusi yang terbit dua bulan sekali, serta
meneroitkan laporan taliman dalam dua kehasa (kehasa Indonesia dan
Tngoris) . Lamen MK dan mejalah Kanstitusi menyarjiken berita-berita
mengenai perkembangan perkara serta kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan MK. Sedangkan jurnal Konstitusi memuat gagasan-

Foto: Mardian W.

Buku-buku Hukum dan Konstitusi terbitan MK.

gacpsan para intelektual tentang kanstitusi dan ketatanecgpraan serta
pandangan mereka tentang putusan MK. Sementara laporan taluman
berisi berbagai kegiatan yarng telah dilaksanaken selama satu talun
terkait dengan kewenangan MK dan program kerja Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan. Dalam rangka penyampaian laporan kepada

mesyarakat luas itupula, pada akhir tahin 2006 Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan mamfasilitasi acara kanferensi pers sarbilan hakim
kanstitusi mengenai pelaksanaan kewenangen MK selane talnim 2006.

Sekretariat Jenderal dan Kepeniteraan jugg nenyanpaikan laporan
kepada instansi terkait seperti Kamenterian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan kepada
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara disusun dalam bentuk
Laporan Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang
diserahkan setiap awal talum. Peryusunan IAKIP didasarkan pada
laparan kinerja pegewai yarg disusin setiap tiga lbulan sekali nelalui
mesing-mesing biro dan pusat di lingkungen Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan MK. Adapun laporan kepada DPR dilaksanakan dalam
Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan MK dengan DPR. Dalam RDP disampaikan berbagai

informesi mengenai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK secara

Rapat Dengar Pendapat Pimpinan Setjen dan Kepaniteraan MK dengan Komisi Ill DPR.

argenisasi, peggdalian intermal, dan pelayeren terhedap mesyarakat .
Selama talim 2006, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan telah
melaksanakan RDP sebaryak tiga kali.

Selain menyampaikan laporan, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan juga diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap
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talun. Hasil pemeriksaan dua lembaga itu tidak menemikan adarya

paryalahgunean pencgunaan keuancen negara oleh Sekretariat Jenderal
dan Kepeni teraan.

Pelayanan dan Profesionalitas

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan selalu berusaha untuk
memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sebagai
organisasi pendukung terlaksanarnya kewenangan MK, Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan selalu mengedepankan kebutuhan
masyarakat dalam memeruihi kelbutuhan dan hak konstitusionalnya.
Melalui pelayanan yang baik, diharapkan masyarakat yang hendak
menperkarakan pelanggaren terhadap hak kenstitusionalmya tidak
merdapat kesulitan.

Peningkatan pelayanan di Sekretariat Jenderal dan Kepeniteraan

meliputi dimensi pelayanan itu sendiri dan dimensi kelenbagean.
dalamparberian pelayaren seperti infomesi (infamatian) , kansultasi
(aansultatian), penerinesn permintasn (ordertaking), keramehen (hos-
pitality), kepedilian (caretaking), peoeaslian (exogotian), padoktian
den pentayaran (billing and payment) .

Sedangkan dimensi kelembagaan merupakan pendukung agar
pelayanan dapat dilakukan secara cptimal. Secara kelembagaan,
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan selalu melakukan perbaikan
organisasi yang meliputi prosedur kerja dan penciptaan budaya
organisasi yarg baik. Untuk memeruhi harapan itu, profesicmalitas
sunber daya merusia merjadi faktor yang sangat menentukan.

Sejavh ini, pegawal Sekretariat Jenderal den Kepeniterasn MK dard
aspek tingkat pendidikan rata-rata mamiliki kampetensi yang cukip
miliki. Berdasarkan data hingga Desember 2006 pegawai yang
lerpendidikan sarjara strata 1 secaryak 110 arang, strata 2 sejunlsh
21 orarg, strata 3 sebanyak 5 orang, D2 dan D3 sebanyak 19 orang,
SMU sebanyak 64 orang, SMP sejumlah 3 orang dan SD sebanyak 2
aayg.

Sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Kementerian
Pendayagunean Aperatur Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepeniteraan
Pegavad Negerd Sipil (CBENS) . Untuk kegiatan tersdout, Sekretariat

Jerderal dan Kepaniteraan telah melakukan seleksi dan penerimean
Pecenal, placament test dan assesmEnt test, arientasi CANS, dan rapat
koordinasi penbinaan pengelolaan kepegewaian. Sampai akhir tahin
2006, pegewai Sekretariat Jenderal dan Kepeniteraan MK yarg berstatus
PNS sebanyak 61 orang, CPNS sebaryak 90 orang, tenaga honorer
sebaryak 5 ararg, tenaga ahli sebaryek 7 ararg, administratur sebaryak
5 ararg, tenaga pertentuen nn instansi sebanyak 11 arang, dokter nm
instansi sebanyak 2 arang, tenaga perbentien non instansi (pengemadi)
seloanyak 18 ararg, tenaca peroantuen Polri sebanyak 18 ararg, pereliti
tidek tetap sebanyak 3 ararg.

Upaya lain yang dilakuen Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
dalam meningkatkan profesionalitas pegawainya adalah dengan
melaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan. Selama
tahin 2006, Sekretariat Jenderal dan Kepeniteraan telsh melaksanskan

Diklat Tata Naskah bagi Pegawai Setjen dan Kepaniteraan MK.

Diklat Pinpinen; Kursus Bahasa Ingoris; Diklat Pengadsan Bareng cen
Jasa; Diklat Bendeharawen; Diklat Ketatausahean den Kearsipen; Diklat
ZAdministrasi Perkara; Diklat Panitera Pengoanti; Kirsus Fotografi den
Adiovisual; Diklat Sistem Pergewesan Internal ; Diklat Perpustakean;
Diklat Prajabatan; Diklat SistemZkuntabilitas Instansi Pererintah;
Pelatihan Bahasa Indonesia; Diklat Evaluasi Jabatan dan Standar
Kompetensi Jabatan PNS; Diklat Perencanaan dan Pengembangan
Pecpwad ; Diklat Kesekretarisan; Diklat Kepenitersen; Diklat Pargelolaan
Arsip Berbasis Teknologi Infamesi dan Kammnikasi ;den Diklat Apresiasi
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dan Training Tata Nasksh Dinas dan Kearsipan.

Di sanping itu, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan jucg telsh
menyelenggarakan rintisan gelar dengan menyekolahkan para
pepvainya ke janjang perdidikan yang lebih tinggi. Pada talin 2006,
terdapat 23 orarg sarjara Sl yang mergikuti rintisan ke jenjang S2.
Begitu pula begi yang memiliki kemenmpuan di bidang tertentu, seperti
bahasa Inggris, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan memberi
kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya dengan
mengikutsertakan dalam kursus-kursus di luar negeri. Semua itu
dilakukan sebagai bentuk kepedulian Sekretariat Jenderal dan
Kepani teraan terhadap peningkatan profesiaalitas para pecawairya.

Profesaalitas pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
tidak hanya dikandisikan dengen peningkatan kemenpuen kerja, tetapi
Juoa dibetuk deppn disiplin kerja. Salah satu instruren pardisiplinen
pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan adalah dengan
menerapkan sistem presensi dengan menggunakan handounch untuk
pegeved non BNS Jjuga diverjilken Iogin untuk mengetalui kehadirarmya.
Kehadiran pegewai merupskan salah satu alat ukur kinerja pegewai di
sanping realisasi program kerja masing-masing biro dan pusat di
lingkungen Sekretariat Jenderal dan Kepeniteraan MK.

Proses Pelayanan Perkara

Pemohon tengah mendaftarkan perkara.

6 4

Ruang Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi.

Secara garis besar, pelaksansan pelayensn perkara di MK dimuilai
dengan penerimaan perkara yang diikuti dengan penjadwalan
persidangen. Ketika pemchonen didaftarkan kepada Kepaniteraan, Biro
ZAdministrasi Perkara menerime permohanan dan mencatat di dalam Bukia
Penerimean Berkas Perkara (BPBP) .

Apabila berkas permohonan telah lengkap, permohonan segera
dicatat di dalam Buku Registrasi Perkara Kanstitusi (BRPK), dengen
diberikan nomor perkara, tanggal dan jam penerimean. Setelah itu
diterbitkan Akta Registrasi Perkara dan diberikan kepada pamchm.
Salinen permohanen yarg telsh diregistrasi disanpaiken kepada pihek-
pihak tertentu menurut undang-undang dalam waktu tujuh hari
berdasarkan jenis perkararya.

Sedangkan apabila permchonan belum lengkap, diberikan
kesempatan kepada pemohon untuk melengkapinya dalam waktu
selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak diterimanya akta
penberitahuan. Jika dalam tengoat waktu tersebut pemchon tidak
melengkapinya, maka akan diterbitkan Akta Permchonan Tidak
Diregistrasi sebacgai bukti betwa perkara terssour tidek dapat dicatat
dalam BRPK. Jumlah perkara yang diproses MK selama 2006 berjumlah
31buah.

Berkas permohonan yang telah masuk dan dicatat dalam BRPK
selanjutrtya disanmpaikan kepada Ketua MK untuk ditetapkan susunan
Panel Hakim yang akan memeriksa perkara. Kemudian para Hakim
Kaonstitusi dengen segera akan meneriksa permohonan tersebout dalam



tahapan persidangan yang tertuka untuk umm.

Adapun tahapan sidang dalam hukum acara MK dimulai dengen
pereriksaan pendahuluan, dilarjutken dengen perreriksaan persidancen
den Rapat Permusyawaratan Hakim (REH) , serta diakhiri dengen sidang
pembacaan putusan. Pada tahun 2006, hakim konstitusi telah
melaksanakan kegiatan RPH sebanyak 261 kali.

Seluruh tahapan tersebut dipersiapkan oleh Bagian Pelayanan
tahapan tidak selalu sama jumlah kegiatan dan lama waktunya,
tergentung dengen kebutuhan dan pertinfangan mejelis hakim dalam
mengoali berbagai keterangen yang diperlukan, perkecualian dalam
tahapan sidang pembacaan putusan yang memang hanya satu kali
sidang. Namun jumlah persidangan tetap memperhatikan asas
pelaksanaan peradilan yang cepat . Dalam sidang pertama diadakan
Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan dalam Sidang Panel yang
persidangen pendaluluan ini yaitu untuk memeriksa kelengkapen den
kejelasan materi permohonan yang meliputi kewenangen MK, kedudikan
hukum (Iegal standing) pemchon, dan pokok permchonan.

Apabila Panel Hakim berpendapat bahwa permchonan belum
lengkap atau belum jelas, meka Panel Hakim akan mendoerikan nasihat
kepada pemohon atau kuasanya untuk memperbaiki permchonanmnya
dalam jangka wektu paling lamoat 14 hari. Apsbila permohonan telah
diperbaiki dan Panel Hakim berpendapat bahwa permchonan telah
lengkap dan jelas, maka persidangan akan dilanjutkan dengan
Pareriksaan Persidangen.

Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam Sidang Pleno yang
dihadiri sekurang-kurengnya tujuh Hakim Konstitusi. Dalam tahapen
persidangen ini, Majelis Hakim akan menggali keterangen selengkap-
lengkaonya dard parchm atan pihek-pihek terkait, baik itu dari warca
mesyarakat, pejabat pemerintah meupun pejabat negera dalam randgka
pareriksaan pokok perkara dan pemeriksaan terhadap bukti-luktd yang
diajukan oleh pihek-pihek di dalampersidangen.

Dalam proses penouktian di MK, berdasarkan Pasal 36 ayat (1)
hiruf £ UMK, informesi yarg diucapkan, dikirinkan, diterine atau
disinpen secara elektranik dengan alat gptik atau yang senipa dengen
itu dapat menjadi alat bukti yang sah merurut UU. Mengenai berapa
kali dan/atau berapa lama tahap pereriksaan ini berlangsung akan

sarngat bergantung pada kanpleksitas permohonan, kesiapan panchon,
dan kepastian akuptya infamesi yarg telsh diperoleh dard persidanoen
in

Setelah informasi mengenai permohonan melalui pemeriksaan
persidangan dianggap cukup, maka Majelis Hakim segera akan
mengambil putusan terhadap permohonan. Pembahasan dan

pencanoi lan putusan dilakukan di dalam RPH yeang bersifat rahasia dan

Penyerahan Salinan Putusan oleh Panitera MK Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum
kepada pemohon.

tertutup untuk umm. Kuorum RPH untuk menganoil keputusan adalah
sekurang-kurangya tujuh areng Bekim Kanstitusi, dibentu Panitera, den
petugas lain yang disumpah. Dalam permusyawaratan tersebut,
Kepaniteraan akan mencatat dan merekam setiap pokok-pokak bahasan
dan kesinpulan, serta mendanpingi Hekim dalammen-drafting patusan.
Setelah draft putusan selesai, kemudian dilakukanlsah editing dalam

Bersamean dencen finalisasi putusan, kepeniteraan mevencanskan
Jadwal sidang pemacaan putusan. Di dalam sidang pamoacaan putusan
tersebout Panitera Pengopnti mendanpingi Hekim den mencatat hal itmal
yarg terjadi dalam persidangen, dan atas dasar itu kemudian disusun
berita acara persidangan. Dalam tahapen sidang ini, sesaat setelah
Putusan dikacakan, kepeda Pandhon meuoun pihek-pihek terkait laimrya
pada saat ity juca langsung diberikan salinan resminya sesuai dengan
apa yang telah dibacakan di dalam persidangan. Selame talim 2006,
MK telah melaksanakan sidang sebertyak 128 kali.
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Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi
Kanstitusi milik sema. Meka, sigpgpn arangya, aik politisi,
akadamisi, pelaku ekanami, kaumburih, mesyarakat adat, behken crang
miskin dan anak terlantar pun, berhak dan harus memehami isi dari
kansensus kehidupan bersama yang dibentuk dan berlaki dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indmesia yang senuarya telah ditetapkan
di dalam kenstitusi kita: Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tanpa
terciptartya perehamen bersama itu, niscaya cita-cita lulur untuk
mewujudkan negara yarg nerdeka, bersatu, berdaulat, adil dan mekmur
tidak akan terlaksana karena belum adarya pemehamen konprehensif
atas apa yang menjadi latar kehendak kita dalam meambentuk negara
TIndmesia yarng melandaskan paca sistem danckrasi kanstitusianal .

Oleh karenarya, menjadi kewajilen kita bersama seoagpi sesama
warga negara untuk berjalin kelindan membangun budaya sadar
sebagai bagian dari pilar kekuasaan negara, niscaya MK turut wejib
bertanggung jaweb menciptakan kesadaran ini .

Berbagai upaya telah dilakukan MK dalam rangka membangun
budaya sadar berkonstitusi. Pertama, MK telah berulang kali
menyelenggarakan kegiatan Temu Wicara baik yang dilakukan di Ja-
karta maupn ke bertagai daerah di Tndmesia melalui kerjasama dengen
parerintah deerah, civitas akadamika perguruen tinggi setanpat, ehkan
dengen lenbega pendidiken informal seperti pesantren.

Tercatat selama Talun 2006 ini, MK telah menyelenggarakan 33
kali Temu Wicara yang diselenggarakan di Jakarta meupun berbagai
daerah kota, kalbupaten, ataupun provinsi di Indonesia, antara lain
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Temu Wicara MK dengan jajaran Polda Kalimantan Tengah.

seperti, sema Provinsi di pulau Jawe, Suvetera Barat, Suretera Utara,
Bali, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, denJantol. Dalam
beberapa kesampatan di rangkaian agenda tenmu wicara ke daerah ini,
pera Hakim Kanstitusi juga menberikan kulish unmmengenai kanstitusi
dan ketatanesprean Indmesia di perguruen tinggi setenpat.

Kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK telah
meneroi than beragai uku hukum dan kanstitusi yang ditulis oleh para
Hakim Konstitusi baik sendiri maupun bersama peruilis laimmya dan
mererbitkenpula hesil-tesil patusan MK, Selain itu, unbik proses edikasi
dan informasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan antara lain
menerbitkan buku Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk murid
sekolah dasar, sekolah menengeh pertame dan atas, menerboitkan buku
UD 1945 dalam berbagai bahasa antara lain, bahasa Jawa Nooko dan
Kraro Inggil, Bahasa Bali, dan Bahasa Sunda; menerbitkan D 1945
dalam huruf Arab Pegon dan huruf Braille; menerbitkan Majalah
nm persidangen di MK, den menerbitken Jinmal Kanstitusi yang memet
berbagai pemikiran dan gagasan mengenai hukum dan kanstitusi serta
mesalah-nmasalah ketatanegaraan laimya.

Belerapa Iouku penting terbitan Sekretariat Jenderal den Kepeni-
teraan MK yarng menoahas mesalah hukum dan kanstitusi, antara lain:
1  Kanerdekaan Berserikat, Panbubaran Partai Politik dan Mehkameh

Kastitusi, karya Prof. Dr. Jinly Asshiddigie, S.H. ;
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Buku-buku karya Hakim Konstitusi.

2  HukumAcara Pengujian Undang-Undang, karya Prof. Dr. Jimly
Asshiddigie, S.H.;

3  HikmKxstitusi danMehkaneh Kanstitusi, karya Prof. Dr. Mkthie
Fdjar, S.H., M.S.

4  Pengentar TImu Hikum Tata Negara Jilid 1 den 2, karya Prof. Dr.
Jimly Asshiddicie, S.H. ;

5 Saygketa Kewenangen Kanstitusianl Ienbega Negara, karya Prof.
Dr. Jinly Asshidfigie, S.H.;

6  Peradilan Kanstitusi di Sgouluh Negara, karya Prof. Dr. Jimly
Asshiddigie, S.H.;

7  HikmTata Negara dan Pilar-pilar Damkrasi, karya Prof. Dr. Jimly
Asshiddigie, S.H.;

8  Mokel-model Pengujian Knstitusianal di Berbacgai Negara, karya
Prof. Dr. Jinlly Asshidicie, S.H. ;

Q T Has Kelsan tatag Hikm, karya Prof. Dr. Jimly Asshiddigie,
S.H. dnM. Ali Safa’at, S.H., M.H.;

10. Mehkameh Kanstitusi dalam Taya Jaweb, karya Letjen INL (Pum.)
Roestardi, S.H.;

1. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi, karya
Soedarsao, S.H.;

L. Barjalan-jalandi RashHikm, karya Prof. Dr. IaicaMarzkd, S.H;.

B. Sistan Reraturan Perundang-undancen di Tndanesia, karya Prof.

Aed Syari fuddin Natabeya, S.H., IIM;

4. Hukum Acara Mahkameh Konstitusi Republik Indonesia, karya
Menuarar Sishean, S.H.;

15. Mergenal Mahkamah Kanstitusi (Tanya Jawab tentang MK di Dunia
Maya) ;

1. Paxidikan Kesadaran Berkanstitusi untuk /M kelas 1-3;

17. PRerdidikan Kesadaran Berkanstitusi untuk SD/MI kelas 4-6;

18. Pardidikan Kesadaran Berkaonstitusi untuk QYBE/MIs;

19. Padidikan Kesadaran Berkanstitusi untuk SLIA dan sederajat;

2. Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara
ILargsuy, karya Prof. Dr. Jimly Asshiddicie, S.H. dkk.

Ketiga, MKmenjalin kerjasame dengan berbegai perguruen tinggi
membentuk Pusat Kajian Konstitusi yang sangat berguna untuk
pengemengen 1lmu pengetaluien dan informesi yang berkaitan dengen
kanstitusi dan ketatanegaraan. Hingoa kini, Sekretariat Jaderal dan
Kepeniteraan MK telah merjalin kerjasama dengen 28 perguruan tingdi .
Untuk talin 2006, Sekretariat Jenderal dan Kepeniteraan MK melakukan
kerjasama dengen lima perguruen tinggi. Kelima perguruan tinggi
tersdout adalsh Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hikum Universitas Is-
lam Sultan 2Agqung Semarang (UNISSULA) , Pusat Kajian Konstitusi
Fakultas Hikum Universitas IslamNusantara Bandung (UNINUS) , Pusat
Kajian Konstitusi Universitas IslamMalang (INISVR) , dan Program
Pascasarjana Ilmu Hukum FH Universitas Islam Indonesia (UIT) dan
Uhiversitas Padidiken Indoesia (UPT) .

Kerjasame yang diikat dengen penandantanden nota kesepahamen
itu dimeksudken untuk merealisasiken serangkaian kegiatan penelitian
dan pengkajian serta seminar mengenai kanstitusi dan ketatanecaraan
yarng menjadi begian dard upaya memcengun kesadaren berkonstitusi.
Lebih dari itu, MK juga membuka diri untuk menerima pengajuan
permohonan penelitian dari perguruan tinggi yang belum mengikat
kejasama.

Pada talun 2006, MK bekerjasama dengen berbagai perguruan
tinggi di tansh air mengadakan serangkaian penelitian sebagaimena
tertera di eweh ind..

1 Kedudukan dan Wewenang Nagari dalam Sistem Ketatanegaraan
Dikaitkan dengan Pasal 51 Undang-Undang Nonor 24 Talim 2003

tentarng MK.
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2 ZAplisis Inplikasi Nommetif Putusan MK Metode Interpretasi Hakim
dalam Memutus Perkara.

3 Penboubaren Partai Politik [Tinjauen tentang Kewenangen MK untuk
Memutusken Pertoubaran Partai Politik Berdasarken Pasal 24C ayat

(1) D 1945] .

4  Sengketa Kewenangan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan
Negara antara Badan Pemeriksa Keuangen dan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Berdasarkan UUD 1945.

5  Kedudukan Hukum Daerah Otonom pada Hak Gugat Sengketa
Antarleniaga pada MK.

6  Model SistemJaminan Sosial Nasianal Berdasarkan Pasal 34 D
1945.

7  Implementasi Putusan MK Perkara Nomor 011/PUU-III/2005
mengenai Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahin 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasicnal terhadap TUD
1945 di. eks-Karesidenan Besuki .

Selain dengen perguruan tinggi, MK juga menjalin kerjasame
dengan lembaga pemerintah lainnya guna mempercepat upaya
memcengun budaya sadar berkanstitusi. Selama talim 2006, MK telah
merjalin kerjasama yarg diikat dengen nota kesepeharen dengen enpat

Liputan tentang MK di berbagai media massa.

lenbaca parerintahan. Larbaga-lantaga parerintahan tersaout adalah
Departemen Pendidikan Nasicnal, Departemen Hukum dan Hak Asasi

Marwsia, Bark Tndaesia (BI) , den Parerintah Provinsi (Beamprov) Jawa
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MediaVisit Ketua MK ke Dewan Pers.

Timrr.

Keenpat, MK juga berupaya menbangun kesadaran berkanstitusi
masyarakat melalui media massa cetak dan elektronik. Berbagai
parberitaan mengenai MK memberikan sumbengen yang sangat berarti
bagi upaya menbangun kesadaran berkanstitusi. Untuk melapangkan
meksud tersebut, MK menyediakan fasilitas Media Gentre bagi para
itu, untuk 1ebih manentu kinerja para wartawen, staf Media CGantre jusp
melakukan beberapa assist activities seperti mengirim undangan
peliputan dan press release via faksimili, short message service (VB)
den nmelalui e-mail supaya memudahkan wartawan mengetahui agenda
dan Jjadwal kegiatan sidang dannon sidang di MK.

Adanya pemberitaan mengenai MK di media massa, di samping
mernumjukkan pengakuan kalangan media atas keberadaan MK, juga
sangat membantu misi MK untuk membangun budaya sadar
berkonstitusi. Untuk mengetahui sejauh mena persoalan MK yang
menjadi behan penoeritaan di media messa, Sekretariat Jenderal dan
Kepeani teraan melakukan proses media monitaring terhedap berita-berita
di berbagai media massa cetak dan online (www.detik.com,
www . hukumonline.com, www.kompascybermedia.com, dan
wWww. Slaranerdeka . aam) . Hasil pementausn mernrjukkan balwa berita
mengenai MK di berbagai media massa selama talun 2006 mencapai
sebartyak 2271 berita.



Ketua MK mengisi acara Hukum dan Konstitusi di RRI.

Bentuk lain kerjasama dengan media massa adalah mengadakan
media visit yang bertujuan untuk menperkenalkan Lariaga Negara MK,
menjalin kerjasama, dan memberikan pemahaman tentang lembaga
peradilan di Idoesia. Media visit peda tahin 2006 dilaksarneken dengen
Perkunjung ke media cetak, radio, maupun televisi. Pada bulan Sep-
tenoer 2006 Ketua MK melakukan dua kali media visit antara lain ke
kantor SCIV Al J1. Gatot Suoroto den Dewen Pers, J1. Keboon Sirih, Ja-
karta Pusat. Kunjungen ke media nmessa ini tidek harya dilakikan pada
media nasianal yang bertenpat di Jakarta, tapi juga media ldkal yang
kerldkasi di daerah. Tentu saja, hal ini dimeksudkean ager MK menpuryai

o o
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Sosialisasi MK.

jaringan lebih luas dengen media, sehingga berbacai
informesi tentang MK dapat dipubl ikasiken kaik di media
messa nasicanal meupn 1ckal /daerah.

Selain kegiatan di atas, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan MK juga melakukan kerjasama dengan
Radio Republik Indmesia (RRI) dan Televisi Republik
Indonesia (TVRI) menyelenggarakan program “Forum
Konstitusi” untuk mewartakan perkembangen terkini
mengenai konstitusi dan ketatanegaraan. Secara
Pergentian, para Hakim Kanstitusi menyspa pendengar
di seluruh tansh air setigp hari Selasa jam 17.00 hingga
18.00 di programa 3 RRI. Den secara bergantian pula,
eragam narasumber dihadirkan ke layar kaca untuk

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan juga memenfaatkan media
tradisianal seperti wayang kulit dan wayarg golek dengen cerita yarng
sarat pesan untuk mentergun oudaya sadar berkanstitusi di mesyarakat .

Kunjungan Duta Besar Cina ke MK.

Pada talin 2006, Sekretariat Jaderal den Keperniteraan telsh menggelar
dua kali parentasan wayang. Pertang, pagelaran wayang kulit dalam
rangka meryambout hari ulang tahim MK dengen dalang Ki Purwadi Salodo
Carito pada 15 Agustus 2006 . Acara berlangsung di gecing MK dengen
Tatusan penontan terdiri dard para pegewai MK dan tamu-tami undangan.
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Kedua, pagelaran wayang golek dengen dalang Asep Sunarya di LAP
Banding pada 12 Maret 2006.
Kelima, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK juga selalu

menerima kunjungan dari berbagai elemen masyarakat yang ingin
meroetahi 1ebih dalamperital kinerja lentsgp ind antara lain, bevioacai
perouruan tinggi di taneh air den luar negerd, kujungen dard pinpinen
lembaga negara seperti DPR dan Mahkamah Agung, kunjungen dari
lentacp intermmasiaal seperti World Bark, para takchnesyarakat, serta
Kanboja, Cina, Venezuela, dan Iren.

Tak hanya sekedar kunjungan, Sekretariat Jenderal dan
Kepani teraan MK juga menouka kesenpatan megeng begi peserta didik
dan penyebarluasan informasi mengenai MK.

Keenam, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK juca meni liki
fasilitas pendukung perpustakaan yang tak hanya berguna untuk
menanbah 11lmu dan pengetahuan para pegewai Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan dan juga sebagai pertyedia bahan bagi para Hakim
Kanstitusi saja, tetapi mesyarakat pun depat mamenfaatkan ouku-bukia
yarg tersedia guna menambah pengetahuan mengenai kanstitusi dan
khasanah hukum laimrya, termasuk pengayean wacana sosial, ekanomi,

Secara keselunuhen, buku-louku yarng tersedia di Perpustakaan MK
selaryak 2.565 eksanplar yang terdiri dard 1.984 judul. Berdasarkan
tamanya, buku-buku di perpustakaan tersebut dapat diklasifikasikan
sdeecpi berdkut:

Hukum Secara Um 130 judul ;

Hiwm Intermesianal 109 judil ;
Hukum Tata Negara 221 Judul ;

Hukum Bublik 57 judidl ;

Hiam Sosial 41 judul;

Hukum Pidana 48 judul ;

Hukum Perdatall0 judidl ;

Hukum Acara Perdata dan Pengadilan 95 judul;
W, Peraturan, Perkara 33 judil;
Administrasi Parerintalen Pusat 10 judil;
Administrasi Parerintahen Deerah 28 Judil ;

Parerintahen Pusat Tndmesia 6 judul;
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B. Kesejahteraan Sosial 10 judil;
4. Pelayaren Sosial 13 judul;
Krimirologi. 56 judil ;
Pardidiken Tinggi 3 judil;
Akt Tstiadet 1 judidl;

8 8 B

Bahasa Trepris 9 judil;
Kesusasteraan 21 juddl ;
Biografi 159 judil ;

Iomma 233 Judiil;
Bsikolagi 8 Judil;

Kanus dan Ensiklapedi. 70 Judil ;
Fileafier 22 Jdil;

Sosial dan Ekanami 447 judul ;
Sejarah 32 Judil ;

Menajjenen 12 judul .

NR M RBEBNBNBGSB

Keturjuh, bentuk 1ain ikhtriar Sskretariat Jederal den Kepaniteraan
MK dalam membangun budaya sadar berkonstitusi ialah dengan
mengadakean berbacai event eksterral yang bisa diikuti oleh berbagai
kalangen masyarakat . Momen ini diselenggarakan bersamaan dengan
peringatan ulang talin MK yarg jatuh pada setiap bulan Agustus. Pada
Agustus 2006, Sekretariat Jenderal dan Kepeniteraan mengadakan
eragam kanpetisi yang mengikutsertakan masyarakat umm seperti
lanba karya tulis ilmish untuk mehesiswa, dosen, den wartawen; laroa
foro jumalistik bertamkan MK yarg diikuti oleh pera wertawen foto; den
lomba cerdas cermat pemahamen UUD 1945 bagi siswa tuna netra se-
IKI Jakarta, Bekasi, Banten, dan Jawa Barat.

Perpustakaan MK.

[J;l'-l-l': s
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Selagai salah satu wujud transparansi dan akintabilitas yang
merupakan begian dard prinsip tata keparerintahan yang baik, Setjen
dan Kepaniteraan MK senantiasa terbuka dan bersedia untuk
menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada berbagai kalangan, baik lembaga peryelenggara
negara/pemerintahan maupun kelanpok dan warca mesyarakat .

Terkait dengen ini, Setjen dan Kepeniteraan MK meryusin Alckasi
Den Realisasi Anggaran MK Tahun Angoaran (TA) 2006 sebagad begian
darid laporen tahiren (ariel repart) yang rutin disusun setiap tahn.

A. ALOKASI ANGGARAN TA 2006:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK merupakan unsur
gparatur necara yarg di tetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No.
51 Tahun 2004 dan mempuyai tugas memberikan dukingan teknis ad-
ministratif umm maupun yustisial kepada MK. Kedudikan terseout
Kepaniteraan MK sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 yang
dirinci lebih lanjut dalamUUNo. 24 Tahin 2003 tentang MK.

Berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau
Rencana Kerja Anggaaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Nomor :
0001.0/077-01/-/2006 Tengogl 31 Desarber 2005, Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan MK telah mendapatkan alckasi dana dari APBN TA
2006 sebesar Rp 218.146.900.000, - . Sesuai dengan DIPA/RKA-KL MK
TA 2006 alckasi dana per program telah digunakan untuk.

1 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan

Kepemerintahan sebesar Rp 5.000.000.000, -

Memberikan dukungan pelayanan kepada Pimpinan dan Para

Hekim Kanstitusi, berupa Jjamuan untuk delegasi /tamy, pengadasn

pekaian dinas, parberian representasi/pelayanan/ pengawalan,

asuransi kesehatan dan gperasianal pinpinan MK.
2 Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum sebesar

Rp 78.924.736.000, -

Merberikan dukungen pelayanan dalam rengka peryelengoaraan

tugas dan kewenangen MK, seperti belanja pegawal /honorariuny/

ledbur, sarara penarfjarny (AIK/dirventards kentor) , larogeren daya
dan jasa, penreliharaan, perjalanan dinas, pendidikan dan
pelatihan, pengerbangan sistem informasi, penyusunan/
penterjemshan buku, pencetakan, penyelenggaraan humes dan

3

protckol, penboudayaan dan penesyarakatan, seminar/ceransh,
persidargen dan kegiatan-kegiatan peninjarg laimya.
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan

Lembaga Penegakan Hukum Lainnya sebesar Rp
130.707.266.000, -2

Menyediakan sarana dan prasarana pendukung MK berupa
penyediaan dana untuk pembiayaan lanjutan pembangunan
gedung tahep ITT, disanping peryedisan Gara untuk eskalasi harca
TA 2005 sesuai kebijakan pererintah sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Menteri Keuangen Nomor : 105/BVK. 06/2005.
Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan Hak Azasi
Merusia sebesar Rp 3.514.898.000, -:

Menyediakan sarana dan prasarana pendukung MK berupa

kegiatan penelitian dan pengembangan hukum bekerja sama

72
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dengan berbagai Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian
Lainrya. Hasil kajian dan penelitian akean diperounskan sebagai
behan/mesukan untuk para Hekim Kanstitusi dalammelaksanakan
tugas dan kewenangarriya.

Disanping itu sesuai Peraturan Menteri Keuangsn Naror : 99/
BMK. 06/ 2005 Tanggal 19 Oktdoer 2005 Tentang Peluncuran Program/
Kegiatan Yang Dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahin Angoaran
2005 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan Talim Anggaran 2006 dan
DIPA Iincuran MK RT Nonmor : 0001.0.1/077-01.0/-/2006 Tangoal 31
Desatber 2005, MK telah menering alckasi dana luncuran yang berasal
dari APBN TA 2005 sebesar Rp 19.692.482.000, - berupa sisa kantrak
pelaksanaan pembangunan Gedung MK RI baik untuk Manajemen
Kaonstruksi, Perencana maupun Pelaksana Konstruksi. Alckasi dana
Iunouran tersdaut sesuai peraturen Menterd Kevencen pencaiven darnarya
dibatasi harnya sampai dengen akhir bulan Aprd1 2006.

B. REALISASI ANGGARAN TA 2006 :

1. Dana Murni APBEN Talun Anggaran 2006:

Berdasarkan Data Biro Perencanaan dan Kevangan sampai dengan

tanggal 31 Deserber 2006 dari jumlah alckasi MK yang berasal

dari dana mumi APBN TA 2006 sebesar Rp. 218.146.900.000, -

telsh direalisasiken sebesar Ro.  184.939.962.960, - atau sebesar

84, 78% dengan rincian per program sebagaimena tersebut dalam
Jumlsh realisasi tersdaut relatif divasa sudshmeksinal ,

dikarerskenhel-al seboegai berdkut:

a Terdapat jenis pengeluaran/kegiatan yang realisasinya

didasarkan atas ketuturen, seperti penbayaran geji/honorariun,

pererinean tamy/delegasi, langgenan daya dan Jjasa, dsb;

NO PROGRAM JUMLAH REALISASI

1 2 3 4

1 Denyelenggaraan Pimpinan 5.000.000.000,- 3.567.577.200,-
Kenegaraan dan Kepemerintahan

PeninghatanPelayanandan 78.924.736.000,- 51.278.556.415,-
Bantuan Hukum
Peningkatan Kinerja Lembaga

3 Peradilan dan Lembaga 130.707.266.000,- 129.334.774.495,-
Penegakan Hukum Lainnya
Pembinaan dan Pengembangan

& Hukum dan Hak Azasi Manusia SFILIBI0T PR

Sub Jumlah 218.146.900.000,- 184.939.962.960,-

b  Adaya kebijeken untuk mergurandi perjalaren dines ke luar negerd
dengan menprioritaskan undangen dan biaya perjalanan serta
penyelenggaraan ditanggung oleh pihak

SISA % . .
5(34) 6 (4:3) pargundarg dari luar negerd ;
LEROMEN- 7138 ¢  Terdapat alokasi dana penghematan
e sebesar Rob.006.120.000, - sebegai tindek
1372491505~ 9895 larmjut surat Divekbir Jaderal Aogaran dan
rimbarn UST Nomor: S-1452
2.755.843.150,- 21,60 e cen e = 1452/
2AP/2006 Tanggal 29 Juni 2006.

32.206.937.040,- 84,78

d  Terdapst sisadana ssoacai akibat tender/

Laporan Tahunan 2006
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Diklat pengadaan barang dan jasa bagi pegawai di lingkungan MK.

pelelangan yang merupakan saving APBN, karena sasaranmya
Kegiatan yang menonjol yang telah dilakukan MK pada TA 2006

atara lain:

a

Dalam rangka peningkatan SDM dan kemanpuan teknis pegawai
telahmergivinkan pardidiken denpelatihen (diklat) prajaeatan dan
menyelenggarakan orientasi CPNS, mengirimkan pegawai
mengikuti diklat strikiural /fungsianal , menyelengopraken diklat
kepaniteraan, kursus bahasa inggris/lehasa indmesia, diklat
adninistrasi perkara, kesrsipen, patrerjamh, diklat ketatausahean
mengirimkan pegawai mengikuti rintisan gelar baik di dalam
meupun Juer negerd.

Dalam rangka peningkatan kompetensi dan peningkatan
pengewasan intermal serta pengelolaan barang/kekeyaan milik
negara, bekerjasama dengan BPKP menyelenggarakan diklat
pengadaan barang dan jasa dan diklat pengawasan serta
melakukan pendampingan dibidang pengawasan intermal maupun
pengelolaan terhadap Barang Milik Negara (SA BVN) . Khusus
untuk pengelolaan SA BMN didampingi pula dari Ditjen
Perbendaharan.

Dalam rengka peryediaan sarana dan prasarana perurjang telah
melaksanakan pembangunan gedung MK dan pengadaan
meubelair geding bary, sistem infamesi, ddo. Pada saat ind proses
pembangunan gedung merupakan pembangunan tahap III dan

74

peda akhir TA 2006 telah dapat diselesaikan (89%) . Payelesaian

gedung akan dilakukan melalui APBN TA 2007 dan dperkirakan

pada hari ulang talim ke-4 MK pada Tenggal 13 Agustus 2007

telah dapat digurskan.

d  Dalam rangka menberikan bahan masukan/pustaka kepada para
Hakim Konstitusi untuk memuitus perkara dan meningkatkan
pegetahuan bekerja sama dengan Pusat Kajian Konstitusi di
beloerapa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta melakikan penelitian/
kajian hukuny/konstitusi dan melakukan pengadaan buku-louku
perpustakean yarg diperluken;

e  Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat serta mendukung upaya
pencecghan dan penberantasan korupsi telah dilakukan langkah-
largkeh seperti -

2 Pertyusunan dan peryebarluasan prosedur beracara di MK
kepada mesyarakat luas dalam berbagai bentuk;

2  Penetapen Kode Etik bagi Hekim Konstitusi meupun pegawed
MK;

3 Pergoperasian adninistrasi perkara berkasis tekolagi. (Case
Management System) ;

4  Penyanpaian putusan kepada pemchon dan pihak terkait
laimya setelah putusan selesai dibacakan atau pemuatan
putusan dalam website MK, media cetak surat kabar/
mejalah;

5 Penyediaan putusan MK atau risalah dan buku putusan
Secara cure-cune untuk berbagai kalangen, dan kegiatan
laimya dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan
peningkatan pelayanan kepada mesyarakat .

2. DanaLuncuran APBN TA 2005

Sesuai Laporan Tahunan MK Tahun 2005, penggunaan dana
luncuran APBN TA 2005 akan disanpaikan pada Laporan Taluman MK
Talim 2006. Hal itu disebabkan sesuail peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 99/PMK. 06/2005 Tanggal 19 Oktdoer 2005 pencairan dana
Tunouren selanat-lanatrya dapat dilakukan pada ulan Med 2006. Dard
Junlah alckasi dara yang diterdima sdoesar Rpl9.692.482.000, - sampai
dengan bulan Mei 2006 telah direalisasikan oleh MK sebesar Rp
19.692.478.882, - (99%), dengan rincian sebagaimena tercantum dalam
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tabel dileweh ini :

Grafik APBN TA 2005

Sisa alckasi terssout merupskan panoulatan dalam ribuen rupiah,
karena sesuai mekanisme APBN penulisan angka pada dokumen

anggaran (DIPA Iuncuran No.0001.0.1/077-01.0/-/2006 Tanggal 31
Deseroer 2005) , hanya dikenal dalam ribuan rupish dan sisa dana
tersebut merupakan saving APBN TA 2005 karena sasaran dan target

C. REALISASI PENERIMAAN NEGARA

Selain realisasi anggaran perlu disanmpaikan pula realisasi

) Rp
426.357,000,- . 426.356.343 -
Pa A GEN Penerimaan B4

Perencana

196.469.000,- 196.468.470,-

Konstruksi FisiKL, MK TA 2006 tndalctmrcantumn @delesi|dana prakiraan Pemdapatan

Jumlah 19.692.481.000,- 19.692.478.882,-

memiliki sumcer-surber penerinean Negara Bukan

Pajak seperti pernerimean sewa. runeh dines, karem
Pelummemiliki rureh dinas atan penerinean hasil
lelang penghapusan barang milik negara, di
sanping berperkara di MK tidak dipungut biaya
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Mahkamah Konstitusi (BMK) No. 06 Tahun 2005
tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang dan BVK No. 08 Talim
2006 tentang Pedoman beracara Dalam Sengketa
Kewenangen Konstitusional Lembaga Negara.
Namun pada talim anggaran 2006 Mahkamah
Kanstitusi telah menghasilkan Penerimean Necara
Bukan Pajak ( PNBP) sebagai akibat adanya
pengenalian persekot gaji pegawai sebesar Rp
346.050, - dan penerimean jasa giro bendaharawen

penceluaran seboesar Rp 961.054, -. Penerimean seoesar Rp 1.307.104, -
tersebut telah disetorkan ke rekening Kas Negara sesuai dengan
ketentuan yarng berlaku dengen rincian :

‘ URAIAN PENERIMAAN JI\E’L

1 Jasa Giro Rekening Bendaharawan Pengeluaran 961.054 -
bulan Jan s.d Desember 2006 B

2 Pengembalian porsekot gaji pegawai 346.050,-

Jumlah 1.307.104,-

Disanping itu pada Tahun Anggaran 2006 MK, telsh memberikan
sunencen untuk penerinesan negara yarg bersunter dari Pajak, berupa
Pajek Perphasilan Orarg Pribedi (pasal 21), Pajek Perghesilan (Pasal
22) , Pajak Pertanbshan Nilai dari Perusahaan (PEN) dan Pajsk atas
Sewa (Pasal 23) dengan jumlah total sebesar Rp 21.273.073.289, -
dencen rincian sdo:

URAIAN/JENIS PAJAK JUMLAH (RP)

1 Pajak Penghasilan ( Pph Pasal 21 ) 2.121.589.909,-

Pajak Penghasilan ( Pph Pasal 22) 207.207.760,-

3.343.037.861,-

2
) Pajak Penghasilan ( Pph pasal 23)
4

Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) 15.811.327.952,-

Jumlah 21.483.163.482,-

Pendaftaran peserta lelang pengadaan barang MK.
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Data dan Statistics of
Cases and Court Sessions

Number of Cases and Cases Settlement
at The Constitutional Court

Year 2003-2006
93

Registration Cases Pending Number of Cases
Previous Year Handled

m2003 m2004 m2005 m2006

Note: Cases Year 2004 including Disputes on
the Result of General Election

Cases Decided

Percentage of cases Decided out of Total Number of Cases Average Number of Cases Registered Monthly

Year 2003-2006

88.17%

6.00
78.05%

72.97%

16.67%

2003 2004 2005 2006 2003

84

Year 2003-2006

6.08

2004 2005 2006



The Constitutional Court of
The Republic of Indonesia

Average Number of Cases Decided Monthly
Year 2003-2006

6.83
2.67
= -
e
2003 2004 2005 2006

Decisions of Cases of Dispute on the Result of General Election
(Political party) Year 2004

Withdrawn 9

28 Granted 38
L 15%

Denied 74
29%

~

Rejected 131;
52%

Armual Report 2006

Number of Cases of the Dispute
on the Result of General Election
Year 2004

252

1 1

PARPOL DPD PRESIDEN/WAPRES

B Number of Cases Registered B Number of Cases

Decisions of Cases of Dispute on the Result of General Election
(Regional Representatives Council) Year 2004

Granted 3;
14%

Rejected 3;
14%
— 1

—

Denied 15;
72%
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Number of Cases

e = < Number of Cases and Settlement of Cases

24% Year 2006

Number of Cases
Pending Year 2005

10;

-

Decided in 2006
New Cases 32
Year 2006

31;

Number of Items/Provisions Decided Based on Laws Reviewed
51 Year 2006

20
18

N
[y
=
=
[
=)

N
=

Number of Cases
Pending Year 2006
ot

Juny
N

KUHP

UU No.30 Tahun 2002
UU No.31 Tahun 2002
UU No.22 Tahun 2003
UU No.18 Tahun 2003
UU No.14 Tahun 2002

UU No.4 Tahun 2004
UU No.41 Tahun 1999
UU No.22 Tahun 2004
UU No.23 Tahun 2002
UU No.39 Tahun 2002
UU No.12 Tahun 1995
UU No.13 Tahun 2005
UU No.31 Tahun 1999
UU No.27 Tahun 2004

UU No.8 Tahun 1981
UU No.49 Prp Tahun 1960
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Kinds of Decisions Concerning Items/Provisions of Laws Reviewed
Based on the Number of Laws Year 2006)

UU No.49 Prp Tahun 1960 L 2

UU No.8 Tahun 1981 m!?
KUHP

UU No.27 Tahun 2004
UU No.31 Tahun 1999
UU No.13 Tahun 2005

UU No.12 Tahun 1995
_ | Didkakdddarima Ditolak ~ Tidak Diterima

B - . 15

UU No.23 Tahun 2002

UU No.22 Tahun 2004

UU No.41 Tahun 1999 1

UU No.4 Tahun 2004
UU No.14 Tahun 2002
UU No.18 Tahun 2003 e 6
UU No.22 Tahun 2003 ] 1

UU No.31 Tahun 2002 ] 2

UU No.30 Tahun 2002 F 10

Granted M Rejected Denied
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The Number of Cases and Laws Decided in 2006
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The Constitutional Court of
The Republic of Indonesia

Year 2006

Number of Items/Provisions of Laws Decided Based on the Number of Cases
40

S002/11-NNd /920
€002/111-NNd /220
S00z/111-NNd /120
600Z/11-NNd/920 - Q002 /TI-NNd/020
5 e RE T
600Z/1-NNd/T20 S
(&) S002/11I-NNd /810
0]
6002/11-NNd/ 120 o % 9002/ AIINd /€20
m % 9002/ AI-NNd /220
S00¢/111-NNd/ 020 m O -
—
600¢/11-NNd/610 5 © 9002/ AINNd/610
—
%] M © 9002/ AI-NNd /810
= c
e SES | sowe/arnndom
n SN ;
9002/ AT-N0d/ €20 S Z M 9002/ AI-NNd/S10
o e o 9002/ ATFNNA /10
9002/ AIN0d/Z0 &= 9002/AIIN/ET0
L
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9002/ AI-NNd/0¢0 £o 900/ ArANA/z10
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o= 9002/ AI-NNd /800
”
9002/ AI-0Nd/9T0 % 900¢/ AI-1Nd/L00
9002/ AI-N1Nd/900
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9002/ AI-NNd/S00
9002/ AI-NNd/ 710 9002/ AI-1Nd/S00
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Decisions Concerning the Items/Provisions of laws Reviewed Based on the Number of Cases
Year 2006

026/PUU-II1/2005 ]

2
022/PUU-I11/2005
021/PUU-II1/2005 1

L <
020/PUU-II1/2005
OIC/EUNRIIEC05 F 15
1
018/PUU-II1/2005
023/PUU-1V/2006 | 2

022/PUU-IV/2006

020/PUU-IV/2006

019/PUU-IV/2006
018/PUU-IV/2006
016/PUU-IV/2006
015/PUU-IV/2006
014/PUU-IV/2006
013/PUU-IV/2006
012/PUU-IV/2006
011/PUU-IV/2006
010/PUU-IV/2006
009/PUU-1V/2006
008/PUU-1V/2006
007/PUU-IV/2006
006/PUU-IV/2006
005/PUU-IV/2006
005/PUU-IV/2006

003/PUU-1V/2006

B Granted M Rejected M Denied
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Time Span of Cases settlement
Year 2006

12

10

0 © <
(sese) jo JaquinN)

6<7 7<8 8<9

3<4 4<5 5<6

1<2 2<3

<1

(Month)

Number of Sessions during The Settlement of Cases
Year 2006

© b o

(Aouanbauy)

S00¢/1-NNd /920
900¢/AI-NNd /€20
900¢/AT-NNd /220
S00¢/IM-NNd /220
6002 /II-NNd /120
900¢/AI-0Nd /020
6002 /II-NNd /020
900¢/AI-NNd /610
S00¢/1-NNd /610
900¢/AI-NNd /810

S00¢/1-NNd /810

900¢/AI-NNd /910

900¢/AI-NNd/ST0

900¢/AI-0Nd /%10

900¢/AI-NNd /€10
900¢/AI-NNd /T10
9002/AI-NNd /110
9002/AI-NNd /010
900¢/AT-NNd /600
9002/AI-NNd /800
9002/AI-0Nd /00
9002/AI-0Nd /900
9002/AI-NNd /500

9002/AI-NNd /€00

(Case Number)
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IS atistics

Registered Cases During the Year of 2006

NOMOR DAN POKOK TANGGAL
PERKARA REGISTRASI

PEMOHON PANEL HAKIM

002/SKLN-1V/2006
2 Sengketa Kewenangan Lembaga
Negara

Drs. H. Badrul Prof. H.A. Mukthie Fadjar,SH., MS.
Kamal MM dan Prof. Dr. H. Moh. Laica Marzuki, S.H.
KH. Syihabuddin Soedarsono, S.H.

18,/01,/2006
10.30 WIB

004/SKLN-1V/2006
Sengketa Kewenangan Lembaga
Negara

Drs. H. M. Saleh Prof. HAS .Natabaya,SH., LLM.
Manaf dan Drs. Maruarar Siahaan, SH.
Solihin Sari Dr. Hardjono, SH., MCL.

13/03/2006
1030 WIB

006/PUU-1V/2006
Pengujian UU Nomor 27 Tahun 29/03/2006 Asmara Nababan,
2004 tentang Komisi Kebenaran dan 14.30 WIB SH. dkk.
Rekonsiliasi

Prof. HAS Natabaya,SH., LLM.
Soedarsono, SH.
Dr. Hardjono, SH., MCL.

008/PUU-IV/2006
Pengujian UU Nomor 22 Tahun 13/04/2006 8L o Edhi Sutiipto Prof. HA. Mukthle Fadjar, SH., MS.
8 2003 tentang Susunan dan 09.00 WIB Abdural Maruarar Siahaan, SH.
Kedudukan MPR, DPR, DPD dan : e Dr. Hardjono, SH., MCL.

DPRD

010/PUU-IV/2006
PUU Nomor 30 Tahun 2002 tentang ~ 16/05/2006 D<o Gede Palguna, SEEE
10 L. ! Hukum Indonesia ~ Moh. Laica Marzuki, S.H.
Komisi Pemberantarasan Tindak 16.00 WIB
(MHI) Soedarsono, S.H.

Pidana Korupsi

012/PUU-1V/2006 Drs. Mulyana
PUU Nomor 30 Tahun 2002 tentang 14/07/2006 Wirakusumah dan
Komisi Pemberantasan Tindak 14.00 WIB Capt. Tarcisius
Pidana Korupsi Walla

IDewa Gede Palguna, SH., MH.
Maruarar Siahaan, SH.
H. Achmad Roestandi, SH.

014/PUU-1V/2006
14  PUU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang
Advokat

Prof. H.A. Mukthie Fadjar, SH.,MS.
H. Sudjono, SH Achmad Roestandi, SH.
SoedarsonoSH.

3/08/2006
10.15 WIB

016/PUU-IV/200
16 PUUNomor 30 Tahun2002 Tentang 10/08/2006 NP“’f' ]31;: LDﬁwafI‘zde lzalgd“’. ‘aSI'{SH" MES
Komisi Pemberantasan Tindak 10.30 WIB e o

Pidana Korupsi Sjamsudin, dkk Maruarar Siahaan, SH.
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The Republic of Indonesia

NOMOR DAN POKOK TANGGAL Soedarsono, S.H.

PERKARA REGISTRASI PEMOHON EL HAKIM

STH/PUU-IV/2008 Dr. Harjono, S.H., MCL

PUU Nomor 8 Tahun 1981 tentan; 29/08/2006 K.G. Widjaja, S.H., § .
18 . 8 /08/ gl Prof. Dr.H. M. Laica Marzuki,SH.
Kitab Undnag-Undang Hukum 11.00 WIB MH, dkk
J IDewa Gede Palguna, SH., MH.
Acara Pidana

020/PUU-IV/2006
Pengujian UU Nomor 27 Tahun 11/09/2006 Drs. Arukat & OLHAS NaRE e TM.
20 5004 tentang Komisi Kebenaran d 10.00 WIB Dijaswadi, dkk 5°edl a{ WO EIEL
end ang OmIS.l o an dan . ]aswa , Dl’. djono, SH, MCL
Rekonsiliasi

022/PUU-1V/2006
Pengujian Pasal 134, 136 bis dan 137 28/09/2006

Prof. Moh. Laica Marzuki, S.H.
Pandapotan Lubis ~ Prof.HAS.Natabaya,SH., LLM.

KUHP tentang Penghinaan Maruarar Siahaan, SH.

Presiden RI terhadap UUD 1945

11.00 WIB

024/PUU-IV/2006
Pengujian UU Nomor 12 Tahun
2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan
DPRD, UU No. 23 Tahun 2003
tentang Pemilu Presiden/Wapres, 3/11/2006
UU No. 32 Tahun 2004 tentang 10.00 WIB
Pemerintahan Daerah, UU No. 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU
No. 34 Tahun 2004 tentang TNI
terhadap UUD 1945

Kombes Pol. (Purn)  Prof. H.A. Mukthie Fadjar, SH.,MS.
Drs. H. M. Sofwat ~ Achmad Roestandi, SH.
Hadi, S.H. SoedarsonoSH.

24

026/PUU-1V/2006
26 Pengujian UU Nomor 18 Tahun
2006 tentang APBN 2007

IDewa Gede Palguna, SH. MH.
Dr. Harjono, S.H., MCL.
Maruarar Siahaan, S.H.

28/12/2006
10.00 WIB

Pengurus Besar
PGRI

028/PUU-IV/2006
I Pornot1ib3amn TTTT N armar 20 Taht1

Prof. Moh. Laica Marzuki, S.H.

28/12/2006 TNATAT N PR
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Number of Justice Deliberation Meeting
during the Settlement Cases
year 2006

33

35 -

30

25 4

20 A

15 4

(frequency)

10 A

003/PUU-1V/2006
005/PUU-1V/2006
006/PUU-IV/2006
007/PUU-IV/2006
008/PUU-1V/2006
009/PUU-1V/2006
010/PUU-1V/2006
011/PUU-IV/2006
012/PUU-1V/2006
013/PUU-1V/2006
014/PUU-1V/2006
015/PUU-1V/2006
016/PUU-1V/2006
018/PUU-111/2005
018/PUU-1V/2006
019/PUU-111/2005
019/PUU-1V/2006
020/ PUU-111/2005
020/PUU-1V/2006
021/PUU-11I/2005
022/PUU-11/2005
022/PUU-1V/2006
023/PUU-1V/2006
026/ PUU-111/2005

(Case Number)
Statistics of Employees

Composition of Employees of the Secretariat General and the Registry
of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia
Year 2006

Eselon I I 2

Eselon IT . 3
Eselon ITI - 8
Eselon IV _ 20
Panitera Pengganti - 5
Dokter I 1
Staf Fungsional Umum _ 22
Perbantuan PNS I 1
Tenaga Honorer - 5
Tenaga Ahli - 7

Dokter perbantuan I 2

Administratur Penerbitan - 5)

Tenaga Perbantuan Non Instansi _ 29
Tenaga Perbantuan POLRI _ 18

Peneliti Tidak Tetap [ 3
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Level of Employees Education

Year 2006
50
35
23
14
12
9
3 & q 2
m
z E 2 P £ B
g & £ E 2 Employees Attendance January — October
£ & g Year 2006
PNS m CPNS %
12.00 4
10.00
8.00 4
g 6.00 4
4.00 4
2.00 4,
075 g 0.62
0.00 +—— : ; 7 . _ 282 T T T T
g g 5 = c) g =] 2 5 5
. - & < & (e}
Employees Working Hours “
J anu ary 4 NOVem ber Year 2006 absent —e=— Late-Coming Leaving Office before the End of Working Hours

7.60 4
7.40
E ¥ ¥ T 3§ ®§ = 3 3 1 3
E B g F = = = 2 £ s £
& g P2z g
5 < a (¢} X
& Z.
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List of Echelon Officials of
Secretariat General and Registry of Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Year 2006

Janedjri M. Gaffar Pembina Utama .
1 19000]0252 Madya (IV/d) Sekretaris Jenderal
Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., .
Pembina Utama .
2 | M.-Hum. Madya (IV/d) Panitera
150198714
3 Drs. Sudihardjo, M.A. Pembina Utama Kepala Biro
060043898 Muda (IV/c) Perencanaan dan Keuangan
4 Achmad Saefudin, S H Pembina Kapala Bagian Perencanaan
060048341 (IV/a) P 8!
5 Tetra Pordandy, S.E. Penata Muda Kepala Sub Bagian
060079316 Tk .I (IIT/b) Program dan Anggaran
o | s
210000747 (II1/c) ’
Laporan
7 Kurniasih Panti Rahayu, S.E. Penata Kepala Sub Bagian
740005458 (LIL/ c) Kas dan Perbendaharaan
8 Tatang Garjito, S.E,.M.M. Penata Kepala Sub Bagian
060077065 (I1I/c) Akuntansi dan Verifikasi
9 11\19%1(1)}(;5\;52 S s P(eIr\I]ﬂ;/);r)la Kapala Bagian Tata Usaha
10 Santosa Penata Tk. I Kepala Sub Bagian
200000098 (II1/d) Persuratan
1 Syahrudin, S.E. Penata Tk. I Kepala Sub Bagian
200000370 (1I1/d) Arsip dan Dokumentasi
12 Drs, Mg Pentig Kapala Bagian Kepegawaian
260002765 (Iv/a)
13 Mula Pospos, S.E. Penata Tk. I Kepala Sub Bagian
200000376 (I11/d) Tata Usaha Kepegawaian
14 | Faikoh, BPA. Penata Tk. I K;Eii;‘;gfigf“
200000100 (II1/ d) .
Pengembangan Pegawai
15 Imam Margono, S.E., M.M. Penata PenK:EI)Z;j\S;:nB?Ig;aZnan
060078385 (Il/c) B T
an Inventarisasi
16 Arif Bintarto Yuwono, S.Sos. Penata Kepala Sub Bagian
060091306 (II1/c) Rumah Tangga
17 H. Bambang Witono, S.H. Pembina Tk. I Kapala Bagian
200000180 (IV/b) Hubungan Masyarakat
18 Sigit Purnomo, S.IP., M.M. Penata f;giliii:f;ag;a;
040063461 (II1/c) e kat
19 Heru Setiawan, S.E. Penata Muda Tk. I Kepala Sub Bagian
740004893 (II1/b) Media Massa
. Kapala Bagian
20 ODze()Vggzl;Z;ut i eputa,S-S0s Perr&)\l/r}e]lo;l"k. ! Protokol .dan' Tagta Usaha
Pimpinan
21 ggg (;Izrg;eirll,SS.Sos. lz;r;;tca) Kepala Sub Bagian Protokol




_ DotaffSemiEales

» Edy Santoso, B.A. Penata Kepala Sub Bagian
190000264 (I11/ c) Tata Usaha Pimpinan

23 Kasianur Sidauruk, S.H. Pembina Utama A dminiflgasliaPBelrfara dan
040042844 Muda (IV/c) .

Persidangan

2 Ida Ria Tambunan, S.H. Pembina Kapala Bagian
040062141 (IV/a) Administrasi Perkara

25 Wiryanto, S.H., M.Hum. Penata Kepala Subbagian
150235695 (1I1/c) Registrasi

e Kepala Sub Bagian

26 fuhidun /ST, MBS Penata Tk. I (III/d) Penyussnan Kaida}%7 Hukum

131262893 "
dan Dokumentasi Perkara

o7 gig(’)zggsidy Budhiarto, S.H. Penata Tk.1(Ill/d) | Kapala Bagian Persidangan

28 Ina Zuchriyah, S.H. Penata Muda Kepala Sub Bagian
040070189 Tk. I (III/b) Pelayanan Persidangan

29 Fadzlun Budi SN, S.H.,M.Hum. Penata Tk. I Kepala Sub Bagian
150266242 (1I1/d) Pemanggilan

30 Drs. Warsono Pembina Tk. I Pelal;jﬁgiagzagllsg dan
76 (IV/b) Putusan Perkara

31 Drs. Morlan Augus Siahaan, M.M. Pembina Kepala Sub Bagian
200000308 (IV/a) Pelayanan Risalah

3 Makhmudah, S.H. Penata Tk. I Kepala Sub Bagian
170021196 (1I1/d) Pelayanan Putusan

33 Winarno Yudho,S.H.,,M.A. Pembina Utama Kepala Pusat Penelitian dan
130531800 Muda (IV/c) Pengkajian

List of Expert Staff of the Secretariat General and Registry of
the Constitutional Court of the Republic of Indonesia)

1 Dr. Zen Zanibar M.Z., S.H. Staf Ahli
2 Dr. Taufiqurahman Syahuri, S.H., M.H. Staf Ahli
3 Machmud Aziz, S.H., M.H. Staf Ahli
4 Refliani, S.H., M.H. Staf Ahli
5 A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H. Staf Ahli
6 Totok Wintarto, S.H. Staf Ahli
7 Wasis Susetio, S.H. Staf Ahli
8 Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H. Staf Ahli

List of Court Clerks of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Nama

No NIP Pangkat/Golongan JELELEN]

Alfius Ngatrin, S.H. Penata Tingkat I . d

1 040032132 (11/d) Panitera Pengganti
Eddy Purwanto, S.H. Penata . s

2 040069117 (111 /<) Panitera Pengganti

3 Cholidin Nasir, S.H. Penata Muda Panitera Pengeanti
040069826 Tk. 1 (I11/b) 88

4 Sunardi, S.H. Penata Muda Panitera Pengeanti
040065911 Tk. I (I1/b) 88
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162

Administration Statistics

Incoming Letters Based on Types of Letters
Year 2006

1607

471

384 366

o 136 157

M Uji Materi UU terhadap UUD (Judicial
Review)

M Pengaduan/ Perlindungan Hukum

Pernyataan Sikap/ Ungkapan Pendapat/
Usulan/ Saran/ Masukan

Permohonan/ Permintaan/ Pertanyaan/
Klarifikasi/ Konfirmasi

M Penyampaian Salinan Keputusan/ Peraturan/

UU/ Instruksi Outgoing Letters Based on Function

1 Lamaran Kerja, Ijin Penelitian, Magang, PKL,
KKL/ Study Banding Year 2006

M Alih Instansi, mutasi, kenaikan pangkat

38;2% 90, 4%

34 1% 77:3%
\\‘ i 21;1%

Kerjasama/ Penawaran/ Proposal 81;3%

M Ucapan Selamat/ Terima Kasih
M Undangan
M Pengiriman bahan cetakan/ majalah/ koran/

fax/e-mail/ CD

1 Lain-lain

.
1040; 45% \_925;39%

\52; 2%
M Perencanaan M Keuangan 1 Tata Usaha
W Kepegawaian M Perlengkapan M Humas & Protokol
B Administrasi Perkara M Puslitka M Lain-lain

Armual Report 2006
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Outgoing Letters based on Types of Letters
Year 2006

Bahan Publikasi
Bantuan Kepolisian
Dikat
Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
Kerja Sama
Kunjungan
Laporan
Magang / PKL
Pengumuman
Penyampaian Risalah
Pemberitahuan
Permohonan
Surat ljin
Surat Keterangan
Surat Pengantar
Surat Pernyataan
Surat Tugas
Ucapan
Undangan

861

Lain-lain

Decree of Secretary General
Based on Department to which the Decree is Intended

Petenigiaan _ e

K _

Tata Usaha - 5
Perlengkapan _ 18
-

Humas

Puslitka 10

: I

Administrasi Perkara

Lainnya 12
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Number of Titles of Library Collection By Categories

Year 2006
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Media Statistics

Number of media Coverage on the Constitutional Court
By Names of Newspapers
Year 2006

346

269

201
176

155 155
144
IIII IIII IIII - IIII

90
58 |
9 < < < & z z < < z
< = o =
« ¢ P 0§ ¢ B %2 & % =B S
<
2 z 8 § 2 = e S & 8 mg %
< z & =3 i o = = @z
& ) M S = ] = =] -
o S 2 < < Ry <
s =) - = g <
= w <
= E o~

Remarks: Media Watch Results on Randomly Categorized News

Number of Newspaper Coverage on The Constitutional Court
Year 2006

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

Remarks: Media Watch Results on Randomly Categorized News and Newspapers
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Number of Online Media Coverage on The Constitutional Court

Year 2006

A

66

s 43
\ 37
33

12

56

FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

JAN

Remarks: Media Watch Results on Hukumonline.com and Detik.com

Randomly Categorized News

Number of Visitors of Decision Number PUU-1/2003

on the Constitutional Court Website

Year 2006

528

€002/1-NNd/¥20
€002/1-NNd /€20
£€002/1-NNd /720
€002/1-NNd /120
£€002/1-NNd/020
£€002/1-NNd/610
€002/1-NNd /810
£€002/1-NNd/L10
€002/1-NNd/910
€002/1-NNd/S10
£€002/1-NNd/¥10
€002/1-NNd/€10
£€002/1-NNd/T10
£€002/1-NNd/ 110
€00¢/1-NNd /010
£€002/1-NNd/600
€002/1-NNd /800
€002/1-NNd /200
£€002/1-NNd/900
€002/1-NNd/S00
£€002/1-NNd /700
£€002/1-NNd/€00
€002/1-NNd /200

€00¢/1-NNd /100
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Number of Visitors of Decision Number PUU-11/2004

on the Constitutional Court Website

Year 2006

$00¢/TI-NNd/€L0
$00¢/11-NNd /L0
$00¢/11-NNd/T£0
$00¢/11-NNd/0£0
$00¢/TI-NNd/690
$00¢/TI-N0d/£90
$00¢/11-NNd /990
$00¢/11-NNd /90
$00¢/TI-NNd/$90
$00¢/TI-NNd/€90
$00¢/TI-NNd /190
$00¢/11-NNd /090
$00¢/11-NNd /650
$00¢/TI-NNd /850
$00¢/TI-NNd/£S0
$00¢/11-NNd /950
$00¢/11-NNd /S0
$00¢/11-NNd /%S0
$00¢/TI-NNd /€S0
$00¢/TI-NNd /800
$00¢/11-NNd/£00
$00¢/11-NNd /900
$00¢/11-NNd/S00
$00¢/T1-NNd /%00
$00¢/T1-NNd /€00
$00¢/11-NNd /200

$00¢/11-NNd /100

Number of Visitors of Decision Number PUU-111/2005

on the Constitutional Court Website

Year 2006

735

528

478

371

384

319

246

222

228

- 190 193
12 g5 99

165
118 110

103

145
111

132

59

6002 /11-NNd /920
S00¢/II-NNd /%20
600 /II-NNd /220
S00T/TI-NNd/ 120
6002 /II-NNd/020
S00T/T-NNd /610
6002 /11-NNd /810
S00T/TI-NNd/L10
S00T/TI-NNd /910
6002 /11-NNd/S10
S00¢/11-NNd /%10
S00T/TI-NNd /€10
S00¢/11-NNd/T10
S002/TI-NNd /110
S00¢/I1-NNd /010
S00¢/11-NNd /600
S00T/TI-NNd/ 00
S00¢/111-NNd /900
6002 /11-NNd/S00
S00T/TI-NNd /%00
S00¢/11-NNd /€00
6002 /I1-NNd /200

S00T/T-NNd /100
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Number of Visitors of Decision Number PUU-1V/2006

on the Constitutional Court Website

Year 2006

2231

900¢/Al-NNd/ €20

900¢/AI-NNd /020

900¢/AI-NNd/8T0

9002/ AI-NNdLTI0

900¢/AI-NNd/ST0

900¢/AI-NNd/¥10

900¢/AI-NNd/TT0-€T0

900¢/AI-NNd/610-910-C10

900¢/AI-NNd /110

900¢/AI-NNd/0T0

9002/ AI-NNd /600

900¢/AI-NNd /800

900¢/Al-NNd/L00

9002/ AI-NNd/900

9002/ Al-NNd/S00

900¢/Al-NNd/ €00

9002/ AI-NNd /100

Number of Visitors of Decision Number PHPU.CI-11/2004

on the Constitutional Court Website

Year 2006

71

41 43

41

N
o

$002/11-1D'NdHd /TS0
$002/11-1D°'NdHd/S¥0
$002/11-1D'NdHd /TH0
$002/11-1D°'NdHd /10
$002/11-1D°'NdHd /070
¥002/11-1D"NdHd /6€0
7002/11- 1D NdHd /8€0
$002/11-1D°'NdHd/ €0
7002/11- 1D NdHd /9€0
$002/11-1D°'NdHd/S€0
7002 /11-1D°'NdH /7€0
7002/11- 1" NdHd /€€0
$002/11-1D'NdHA /€0
¥002/11- 1D NdHd /620
¥002/11- 1D NdHd /820
$002/11-1D"NdHd /920
$002/11-1D°'NdHd /$20
¥002/11-1D"NdHd /€20
$002/11-1D°'NdHd /120
$002/11-1D'NdHA /910
$002/11-1D'NdH /110

$00¢/11-1D'NdHd /600

105



Number of Visitors of Decision Number PHPU.A-11/2004

on the Constitutional Court Website

Year 2006

170

71

70

67

61

0 40 ¥ 2

45

46 48 47

40

44
39 41 5

46

46 45

44

$002/11-V' NdHd /150
$002/11-V' NdHd /050
$002/11-V' NdHd /630
$002/11-V' NdHd /8%0
$002/11-V' NdHd /40
$002/11-V' NdHd /9%0
$002/11-V' NdHd /$%0
$002/11-V' NdHd /€0
$002/11-V' NdHd /T€0
$002/11-V' NdHd /0€0
$002/11-V' NdHd /420
$002/11-V' NdHd /S0
$002/11-V' NdHd /220
$002/11-V' NdHd /020
$002/11-V'NdHd /610
$002/11-V' NdHd /810
$002/11-V'NdHd /10
$002/11-1D'NdHJ /S10
$002/11-V' NdHd /$10
$002/11-V' NdHd /€10
$002/11-V' NdHd /TT0

$00¢/11-V'NdHd /010

Number of Visitors of Court Transcript

on the Constitutional Court Website

Year 2006

9002/ AI-NNd/¥10

9002/ AI-NNd/¥10

9002/ AI-NNd /810

9002/ AT-NNd/S20

9002/ AT-0Nd /20

900¢/AI-NNd /220 % €10

9002/ AI-NNd /020 % 9002/ AT-NNd /900

9002/ AT-0Nd /€20

9002/ AI-NNd /20

9002/ AI-NNd /810

9002/ AI-NNd /020

9002/ AI-NNd/E10

9002/ AI-NNd /€10

900¢/AI-NNd/S10

9002/ AI-NNd /€20 ‘9002 /AI-NNd /120
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